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NAMA :    LA ODE MUHAMAD RISMAWAN 
N I M  :    50700113259 
JUDUL : KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL MUATAN 
BERITA SURAT KABAR HARIAN FAJAR MAKASSAR 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui muatan berita surat kabar harian 
Fajar Makassar dalam mewujudkan teori pers social responsibility serta ingin melihat 
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terciptanya berita-berita yang 
bertanggung jawab dan tidak melanggar kode etik jurnalistik. 
Penelitian ini, tidak menggunakan analasis isi atau analisis wacana untuk 
menyelesaikan masalah yang ada tetapi menggunakan studi kasus sebagai 
peneyelesaian masalahnya, dalam penelitian ini hanya melihat contoh berita yang 
bertanggug jawab melalui keterangan dari narasumber atau informan dan pengalaman 
mereka yang telah bekerja beberapa tahun di Surat Kabar Harian Fajar Makassar 
seperti yang diterangkan di dalam skripsi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa, pada surat kabar harian Fajar Makassar 
berita yang disampaikan kepada masyarakat telah memenuhi syarat atau dapat 
dikatakan berita yang diterbitkan adalah berita yang bertanggung jawab, hal ini dapat 
dibuktikan dengan contoh berita yang disajikan di lampiran. Berita tersebut memiliki 
faktor berita bebas dan berimbang, aktual dan faktual, sesuai kode etik, kros cek, dan 
memiliki kebenaran sebuah berita. Faktor pendukung dalam memuat berita yang 
bertanggung jawab yaitu kode etik, undang-undang pers, dan sebagai penghubung 
aspirasi dan informasi bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam memuat 
berita yang bertanggung jawab ialah kekerasan terhadap wartawan, wartawan 
amplop, dan embargo dan off the records. 
Implikasi penelitian ini diharapkan kepada Surat Kabar Harian Fajar Tetaplah 
memuat berita-berita yang faktual, aktual, akurat, berimbang, menarik, serta 
bertanggung jawab kepada masyarakat, dan berita yang dimuat adalah berita yang 
tidak melanggar kode etik jurnalistik. Sedangkan untuk redaktur dan wartawan, 
dalam proses pencarian berita para wartawan SKH Fajar tetap memegang teguh kode 
etik jurnalistik agar berita-berita yanng dihasilkan adalah berita yang dapat 
dipertanggug jawabkan. Sedangkan untuk redaktur, dalam mesetting berita tetaplah 
mengacu pada berita yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, tidak 
mementingkan sebuah golongan, ras, atau agama manapun, berita yang telah disetting 
adalah berita yang berimbang. 
 
B A B  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kehidupan sehari-hari manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang 
harus terpenuhi, salah satunya ialah kebutuhan akan informasi. Informasi mempunyai 
dampak yang sangat penting yang dapat dirasakan oleh semua kalangan, mulai dari 
anak-anak hingga orang dewasa. Dengan informasi yang didapatkan tentunya akan 
menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mengubah cara pandang manusia tentang 
sesuatu hal dalam kehidupan bermasyarakat. Pada saat sekarang, pemenuhan 
kebutuhan akan informasi bisa didapatkan dengan akses yang mudah, yaitu melalui 
media massa. Baik itu media massa elektronik, media cetak, atau bahkan media baru. 
Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 
dari komunikator kepada khalayak. Dengan adanya media maka wartawan dapat 
memberitakan sesuatu kepada masyarakat. Ada beberapa pakar psikologis yang 
memandang bahwa dalam komunikasi antarmanusia, proses komunikasi dimulai dari 
pancaindra manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima pancaindra 
selanjutnya diproses dalam pikiran manusia, proses itu dikelola sedemikian rupa 
sehingga menimbulkan perilaku atau tindakan untuk mengontrol dan menentukan 
sikapnya terhadap sesuatu.1 
                                                          
1 Hafied Cangara. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 
2014. 
Media mempunyai pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Media 
merupakan medium pemberitaan paling penting yang memberikan informasi 
mengenai suatu kejadian yang terjadi berbagai belahan dunia baik yang berbaur 
politik, ekonomi dan budaya. Keterbukaan ini membuat pers bebas menyampaikan 
segala hal yang terjadi tanpa takut dengan adanya pembredelan dari pihak manapun 
termaksud pemerintah yang menghambat penyampaian informasi kepada masyarakat 
karena hal itu merupakan hak asasi suatu warga negara untuk mendapatkan segala 
bentuk informasi. Pers selalu mengambil bentuk, warna dan struktur sosial dan politik 
dimana ia beroperasi.2 
Era reformasi sekarang ini, pers adalah refleksi kebangkitan dari masyarakat 
sipil yang bertekad membangun sebuah tatanan pemerintah demokratis setelah lebih 
dari 30 tahun berada dalam masyarakat otoritarian. Pers di era reformasi mempunyai 
perubahan dan kekuatan cukup besar. Berbagai macam kebijakan dikeluarkan 
pemerintah demi mendukung kebebasan pers. Salah satunya yaitu dikeluarkannya 
Permenpen No. 01/Per/Menpen/1998, tentang ketentuan-ketentuan SIUUP. Pada 
Permenpen ini, sanksi pencabutan SIUUP maupun pembredelan terhadap pers 
ditiadakan, artinya di era reformasi segala sesuatu yang membatasi ruang gerak pers 
akan dicabut oleh pemerintah.3 
                                                          
2 Kusumaningrat, Hikmah dkk. Jurnalistik: Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
2006. Hal. 19 
3 Amir Purba. Perkembangan Kehidupan Pers dari Masa Rezim Orde Baru ke Masa Rezim 
Reformasi. Jurnal Wawasan. Vol 12. No 1. 2006 
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers menegaskan tiga bagian 
penting yaitu: Pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagi hak asasi manusia. Kedua, 
terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan 
penyiaran. Ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak 
mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan informasi. Di Indonesia sejak 
pemerintah mengundangkan UU Nomor 40 tahun 1999, secara normatif, pers  di 
Indonesia telah menganut sistem pers tanggung jawab sosial (kebebasan pers yang 
bertanggung jawab pada masyarakat atau kepentingan umum).4 
Kemerdekaan pers yang telah mendapat jaminan dalam perundang-undangan 
membuat pers sudah sepenuhnya diberikan legalitas dan eksistensi pers bebas yang 
berkenaan dengan tugas-tugas jurnalistiknya. Jika ada pihak yang menghalangi 
kebebasan pers maka akan dikenakan pasal 18 ayat 1 tentang undang-undang pers 
yaitu dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp. 500 juta.5 
Era reformasi tidak hanya pers yang mendapat perlindungan dan kebebasan, 
namun juga wartawan mendapat haknya (kebebasan) tersendiri dalam proses 
pencarian informasi, serta mendapat perlindungan hukum saat hendak menjalankan 
profesinya. Perlindungan hukum untuk wartawan telah ditegaskan dalam UU No. 40 / 
1999 dalam pasal 8 dikatakan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat 
perlindungan hukum.” Perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan 
perlindungan pemerintah atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakann 
                                                          
4 Inge Hutagalung. Dinamika Sistem Pers Indonesia. Jurnal Interaksi. Vol 2. No 2. 2013 
5 Endah Lestari. Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Hukum bagi Wartawan Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jurnal Fakultas Hukum. Vol 20. No 20. 2011 
fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara bukan 
semata-mata monopoli dan milik orang pers, kemerdekaan pers adalah milik 
masyarakat berdaulat dalam melaksanakannya diperankan oleh perusahaan pers dan 
wartawan. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, UU Pers 
Nomor 40 Tahun 1999 memberikan jawaban yang sangat tegas, mewujudkan 
kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi 
hukum.6 
Tidak adanya campur tangan negara terhadap kehidupan pers, maka gejala 
yang kemudian muncul adalah menguatnya pengaruh pengusaha terhadap kehidupan 
pers. Sebagian besar pers yang strategis pada kenyataannya telah menjadi milik 
mereka. Keadaan ini telah memberi ruang yang lebih longgar bagi pemilik modal 
untuk menentukan warna pers. Kuatnya pengaruh pemilik ini ternyata telah 
mempersempit ruang publik (public sphere) yang semestinya tersedia di dalam pers 
yang demokratis. Isi pers lebih berorientasi kepada keuntungan dibandingkan dengan 
pelayanan publik.7 
Tidak adanya pembatasan terhadap kinerja dari media massa atau kebebasan 
yang telah dijamin, maka media bisa saja melipatgandakan berita yang menarik untuk 
publik. Sudah menjadi hal yang biasa jika media massa melipatgandakan sebuah 
                                                          
6 Harijanto Malang. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Peliputan Berita 
Pemerintah dan Masyarakat. Jurnal Komunikasi. Vol 2. No 1. 2014 
7 Amir Purba. Perkembangan Kehidupan Pers dari Masa Rezim Orde Baru ke Masa Rezim 
Reformasi. Jurnal Wawasan. Vol 12. No 1. 2006 
berita atau isu yang lagi ramai diperbicangkan di tengah-tengah masyarakat. Pada 
kenyataannya, dilipatgandakan atau tidak pesan yang disampaikan oleh media 
memiliki korelasi yang begitu erat dengan respon masyarakat terhadap isu tersebut. 
Apabila respon masyarakat positif, kecenderungan media massa melipatgandakan 
berita tersebut semakin besar. Dampak dari pelipatgandaan itu tentu saja sangat besar 
di tengah masyarakat.8 
Media massa mempunyai beberapa aspek penting dalam kehidupan politik, 
salah satunya  yaitu kemampuan media dalam melipatgandakan pesan (multiplier of 
massage)  yang luar biasa. Suatu peristiwa politik bila dilipatgandakan pemberitaanya 
sesuai dengan jumlah eksemplar koran, tabloid, majalah yang tercetak dengan 
pemberitaan terulang-ulang penyiarannya sesuai dengan kebutuhan publik, maka 
alhasil pelipat gandaan tersebut akan menimbulkan dampak yang besar di tengah 
khalayak.9 
Berita-berita yang disampaikan media kepada masyarakat telah melewati 
proses produksi dan disetting sedemikian rupa sehingga berita yang dikonsumsi oleh 
publik meninggalkan objektifitas dan mengangkat informasi yang tidak sesuai dengan 
faktanya atau manipulasi fakta yang sesuai dengan kepentingan media tersebut. 
Sehingga selalu ada perbedaan informasi yang dimuat walaupun topik pemberitaanya 
                                                          
8https://cerdasmedia.wordpress.com/2014/02/03/peran-strategis-media-massa-dalam-
pembentukkan-opini-umum, diakses pada tanggal 3 Januari 2017 
9 Nita Andrianti. Peran Media Massa Nasional dalam Politik Internaasional. Jurnal Kajian 
Ilmu Komunikasi. Vol 45. No 1. 2015 
sama. Hal ini tentu saja tergantung dari kepentingan orang-orang yang terlibat dalam 
produksi berita tersebut.10 
Banyak berita yang berkembang di masyarakat bertujuan untuk 
mempengaruhi agar terciptanya opini publik. Oleh karena, media harus bisa memilih 
berita mana yang akan ditampilkan dan akan diabaikan. Keputusan media dalam 
memilih berita akan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang berita yang 
dianggapnya paling menarik atau penting. Namun di dalam masyarakat yang 
demokratis, media tidak dapat memanipulasi atau mengabaikan berita semau mereka 
sendiri. Hal ini dikarenakan persaingan dalam media sangat ketat. Ketidaktepatan 
media dalam memproduksi berita untuk mempengaruhi masyarakat dapat membuat 
media tersebut kehilangan kredibilitas dan ditinggalkan oleh masyarakat.11 
Dengan demikian, sebuah informasi dapat dikatakan sebagai agen 
rekonstruksi realitas yang ada di masyarakat melalui berita yang disampaikan. Berita 
yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak sepenuhnya menjelaskan tentang suatu 
informasi dari sebuah peristiwa yang sedang terjadi melainkan pendapat orang yang 
terlibat dalam proses pembuatan berita tersebut yang pada akhirnya dapat 
mempengaruhi keyakinan publik dengan memunculkan apa yang disebut dengan 
opini publik. Seharusnya media massa di era demokratis bertumpu pada kewajiban 
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh 
                                                          
10 Sinung Utami Hasri Habsari. Artikel: Analisa Framing Pemberitaan Media terhadap 
Perempuaan Koruptor (Analisa Pembingkaian Kasus Korupsi Angelina Sondakh Pada Sampul 
Majalah Tempo), diakses pada tanggal 3 Januari 2017 
11 Said Lestalahu. Peran Media Cetak dalam Mengawal Kebijakan Publik di Kota Ambon. 
Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol 19. No 1. 2015 
informasi dengan benar, yang berarti terpenuhnya kepentingan publik melalui media 
massa harus dijadikan sebuah prioritas utama oleh media.12 
Media massa memang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi publik serta 
membangun citra melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada publik. Aspek-aspek 
dalam pemberitaan bisa saja dilebihkan atau malah dikurangi dari realitas aslinya. 
Kemampuan mendramatisir ini menjadi sebuah amunisi yang digunagakan para 
politisi untuk membentuk cita mereka di hadapan publik. Berita yang sampaikan 
media tidak hanya membentuk opini publik, tetapi juga dapat menciptakan keadilan 
lewat pesan yang disampaikan (trial by the press). Namun, pada saat yang sama 
media massa juga harus berpikir bahwa ia tidak diperkenankan mengadopsi 
kepentingan tersebut secara berlebihan.13 
Informasi yang diberikan media tidak serta merta diberitakan begitu saja 
kepada masyarakat, namun disetting dan diseleksi sedemikian rupa oleh media untuk 
menarik perhatian publik,  inilah yang dinamakan agenda setting yang dilakukan 
media. Agenda setting terjadi karena media massa sebagai penjaga gawang informasi 
harus selektif dalam menyampaikan informasi. Media harus melakukan pemilihan 
terhadap berita yang disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana melaporkannya. 
Apa yang diketahui oleh publik mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu 
                                                          
12 Sinung Utami Hasri Habsari. Artikel: Analisa Framing Pemberitaan Media terhadap 
Perempuaan Koruptor (Analisa Pembingkaian Kasus Korupsi Angelina Sondakh Pada Sampul 
Majalah Tempo), diakses pada tanggal 3 Januari 2017 
13 Farah Diba. Analisis Framing pada Pemberitaan Politik Partai Hanura di Media Online 
Sindonews. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 2. No 3. 2014 
sebagian besar ditentukan oleh proses penyaringan dan pemilihan berita yang 
dilakukan oleh media massa.14 
McCombs dan Shaw menyatakan bahwa informasi yang diberikan media 
kepada masyarakat memainkan peran penting dalam merekontruksi gambaran 
seseoran tentang realitas. Dugaan sementaranya adalah bahwa media massa telah 
menyusun agenda (umumnya berkaitan dengan isu kampanye politik) dengan 
memberikan penojolan pada isu tersebut atau pemberitaan yang berulang. 
Selanjutnya, isu tersebut diberi penekanan oleh media sehingga dianggap sesuatu 
yang penting oleh khalayak. Dengan kata lain, isu yang dianggap penting oleh media 
maka dianggap penting juga oleh publik, inilah yang dinamakan agenda setting.15 
Dalam membuat atau mencari sebuah berita, wartawan terkadang memiliki 
masalah-masalah peliputan muatan berita atau tindakan kekerasan di lapangan. 
Masalah tersebut terjadi karena adanya hambatan dari oknum tertentu, seperti yang 
terjadi pada dua wartawan yang mendapat hambatan saat peliputan dapat dilihat dari 
situs online, berita ini telah dimuat di suara.com tentang kekerasan terhadap 
wartawan yang terjadi hampir bersamaan di dua tempat berbeda  di Makassar dan 
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Jumat 21 Oktober 2016. Yang pertama 
adalah jurnalis dari media harian Rakyat Sulsel mendapat kekerasan berupa di kepala 
dan badan oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU). Peristiwa ini terjadi saat 
oknum tersebut melakukan pengamanan terhadap istri salah satu Jendral. Perlakuan 
                                                          
14 Morissan, dkk. Teori Komunikasi Massa. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. Hal. 92 
15 Farah Diba. Analisis Framing pada Pemberitaan Politik Partai Hanura di Media Online 
Sindonews. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 2. No 3. 2014 
arogan oknum TNI AU ini, kata wartawan tersebut, ketika dirinnya sedang melintas 
di jalan yang sama. Di saat bersamaan, rombongan istri pejabat itu singgah untuk 
makan di restoran. Kala itu oknum ini bertindak heroik melakukan kekerasan 
terhadap wartawan dengan dalih memberi pengamanan.  
Kedua yang terjadi Kabupaten Bone, Sulsel. Sejumlah wartawan mendapat 
tendangan dari oknum tim pengaman anggota AMPG Golkar saat mengawal ketua 
umum partai Golkar di lapangan Merdeka, Bone. Saat itu sejumlah wartawan ingin 
melakukan wawancara cegatan atau doorstop kemudian dihalau oleh AMPG tepat di 
hadapan ketua umum partai Golkar usai pembukaan Rapat Pimpinan Daerah 
(Rapimda) Golkar ke Sulsel. Wartawan yang mendapatkan perilaku tidak 
menyenangkan adalah Jurnalis asal harian Fajar Makassar dan beberapa wartawan 
lainnya yang dihalagi saat hendak ingin melakukan wawancara.16 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian ringkas dari latar belakang, peneliti merasa tertarik 
melakukan penelitian tentang hambatan wartawan ketika liputan. Dari penjelasan di 
atas tentang masalah penelitian yang diuraikan, peneliti mengidentifikasi dua 
pertanyaan penelitian, yaitu: 
1. Bagaimana muatan berita SKH Fajar dalam mewujudkan berita-berita 
yang tidak melanggar kode etik serta bertanggung jawab? 
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2. Apa faktor pendukung dan penghambat SKH Fajar dalam mewujudkan 
berita yang sesuai dengan kode etik serta bertanggung jawab terhadap 
masyarakat? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan pernyataan yang dimuat dalam sebuah rincian 
tentang suatu topik yang ingin diungkap dalam penelitian ini. Jika digunakan istilah 
rumusan masalah, fokus penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab 
dalam penelitian serta alasan mengajukan pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut diajukan untuk untuk mengetahui gambaran apa yang diungkapkan di 
lapangan nanti. Hal tersebut bertujuan untuk membatasi masalah penelitian atau 
gejala agar jelas ruang lingkupnya dan batasan yang akan diteliti. Dalam hasil hal ini 
peneliti berusaha melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana riset 
yang terlalu luas dan rumit. 
Fokus penelitian ini adalah kebebasan pers dalam memperoleh, mencari, dan 
menyebarluaskan informasi tanpa adanya pembredelan dari pihak pemerintah dan 
intervensi dari pihak manapun. Namun, di tengah kebebasannya dalam mencari 
informasi pers juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Sebab. tugas dan fungsi pers yang 
bertanggung jawab yaitu mengamankan hak-hak warga negara dalam kehidupan 
bernegaranya. 
Berita yang dimaksud dalam fokus penelitian ini adalah berita yang tidak 
melanggar kode etik serta bertanggung jawab kepada khlayak. Berita yang 
dimaksudkan juga tentang pelarangan wartawan saat hendak melakukan peliputan 
dan wawancara terhadap tokoh masyarakat dengan memberi dalih pengamanan 
kepada tokoh tersebut, serta berita tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum 
tertentu kepada wartawan yang sedang menjalankan aktifitas jurnalistiknya. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memudahkan pembaca memahami dan mencegah kemungkinan 
terjadinya salah persepsi tentang judul yang dibuat, peneliti akan mengemukakan 
pengertian yang dianggap perlu pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 
a. Kebebasan adalah hak dari setiap makhluk hidup untuk memperoleh 
kenyamanan hidup, baik dalam hal pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-
hari tanpa adanya gangguan oleh makhluk hidup lain, selama kebebasan itu 
tidak melanggar hukum atau norma-norma yang sedang berlaku di dalam 
masyarakat sekitar. 
b.  Tanggung jawab sosial adalah sikap sadar manusia akan tingkah laku atau 
perbuatan yang disengaja maupun tidak dalam menjalankan kewajibannya. 
c. Liputan berita merupakan proses pengumpulan data dan informasi di lapangan 
yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis guna mendapatkan berita yang 
diinginkan. 
d. Berita ialah laporan lengkap tentang suatu peristiwa atau kejadian yang 
lengkap, faktual, penting, menarik bagi sebagian pembaca yang menyangkut 
kepentingan mereka. 
e. Surat kabar adalah media cetak yang memberitakan atau menginformasikan 
sesuatu kepada khalayak melalui kertas, biasanya terdiri dari beberapa 
halaman dan mempunyai rubrik berita yang berbeda-beda untuk memudahkan 
khalayak mencari informasi yang diinginkan. 
f. Harian Fajar adalah salah satu surat kabar yang beredar di masyarakat 
Sulawesi Selatan serta menjadi surat kabar yang berpengaruh di kawasan 
Indonesia Timur. 
D. Kajian Pustaka 
Adapun hasil penelitan sebelumnya yang mempunyai kesamaan relevansi 
dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Firmansyah Hardianto, penelitian pada tahun 2008 dengan judul penelitian 
tentang “Strategi Wartawan alam Pencarin Berita pada Majalah Kuntum” penelitian 
ini menyimpulkan bahwa, wartawan mempunyai strategi dalam proses pencarian 
berita. Seorang wartawan tidak langsung terjun ke lapangan tanpa adanya persiapan 
wawancara terlebih dahulu. Adapun strategi yang dimaksud yaitu: wawancara, kajian 
pustaka, internet serta pengamatan di lapangan. Perbedaannya yakni pada penelitian 
membahas tentang faktor pendukung dalam proses penyampaian berita. Memiliki 
persamaan membahas tentang strategi wartawan dalam meliput berita.17 
Faiqotul Muhimmah, penelitian pada tahun 2016 dengan judul penelitian 
tentang “Dampak Cita Pers atas Penyimpangan Profesi Pers di Kabupaten 
Bangkalan” penelitian ini menyimpulkan bahwa, pers sangat berpengaruh terhadap 
potensi kejahatan yang mengatasnamakan wartawan, terbukti sampai saat ini kasus-
kasus yang berkaitan dengan dunia jurnalistik ternyata masih sangat banyak 
ditemukan. Perbedaannya yaitu, pada penelitian ini meneliti tentang dampak citra 
pers atas penyimpangan terhadap profesi. Sedangkan persamaannya adalah 
membahas kode etik wartawan agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan wartawan 
itu sendiri maupun media yang  tempatnya bekerja.18 
  
                                                          
17http://diglib.uin-suka.ac.id/2761/1/BAB%20I,%20V.pdf, diakases pada tanggal 26 
Desember 2016 
18http://diglib.uin-suka.ac.id/23039/2/12210123, diakses pada tanggal 26 Desember 2016 
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Sumber: Olahan Peneliti 2017 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Dari dua rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti, maka tujuan yang 
ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui muatan berita SKH Fajar dalam mewujudkan teori 
pers sebagai tanggung jawab sosial. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat wartawan dalam 
mewujudkan social responsibility. 
2. Kegunaan Penelitian 
Dari tujuan penelitian di atas peneliti berharap penelitian ini berguna baik dari 
segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun kegunaanya dari segi teoritis dan 
praktis yaitu: 
a. Kegunaan Teoritis 
1. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi siapa saja yang 
meneliti kebebasan dan tanggung jawab muatan berita oleh media massa, 
terkhususnya media cetak. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori tentang 
pers dan kode etik jurnalistik dalam memenuhi kebutuhan informasi. 
b. Kegunaan Praktis 
1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa 
yang ingin membahas hambatan wartawan saat liputan serta strategi yang 
dimiliki wartawan dalam pencarian informasi. 
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi baru 
bagi pembaca 
F. Garis-Garis Besar Isi Penelitian 
Untuk memberikan gambaran singkat tentang isi skripsi, secara rinci peneliti 
uraikan berdasarkan garis besar isi dan disajikan ke dalam lima bab, yaitu: 
Bab pertama, berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang 
apa yang melatar belakangi timbulnya permasalahan, fokus penelitian, kajian 
teoristis/ penelitian terdahulu, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar 
isi. 
Bab kedua, merupakan bagian yang membahas tinjauan pustaka yang dimana 
tinjauan pustaka menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang 
akan berkaitan dengan opini wartawan terhadap faktor penghambat peliputan berita. 
Bab ketiga, penulis mendeskripsikan tentang metode penelitian yang 
digunakan seperti lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, 
metode pengumpulan data, hingga teknik analisis data. 
Bab keempat, penulis mendeskripsikan jawaban dari uraian bab pertama 
sampai bab ketiga untuk menentukan hasil yang diinginkan oleh penelitian sesuai 
dengan judul: “Kebebasan dan Tanggung Jawab Sosial Muatan Pesan Surat Kabar 
Harian Fajar Makassar”. 
Bab kelima, merupakan bagian dari penutup yang dimana kesimpulan dan 
saran dari peneliti sesuai dengan topik yang dipilih. 
  
B A B  I I  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Komunikasi Massa 
Pengertian komunikasi massa merujuk kepada pendapat Tan dan Wright 
(dalam Liliweri 1991), merupakan bentuk komunikasi yang menggambarkan saluran 
(media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara terpihak, 
berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen, dan 
menimbulkan efek tertentu.19 
Istilah komunikasi massa yang muncul pertama kali pada akhir tahun 1930-an 
memiliki banyak pengertian sehingga sulit bagi para ahli untuk secara sederhana 
mendefinisikan komunikasi massa. kata massa sendiri memiliki banyak arti dan 
bahkan kontroversial, dan istilah komunikasi sendiri masih belum memiliki definisi 
yang dapat disetujui bersama. Namun demikian, definisi Gerbner (1976) mengenai 
komunikasi, yaitu interaksi sosial melalui pesan (social interaction through 
messages), tampaknya merupakan definisi yang dipandang paling sulit dipatahkan 
oleh para ahli yang lain, setidaknya definisi itu sangat ringkas dan cukup tepat 
menggambarkan gejala komunikasi. Namun demikian, terdapat upaya untuk terus 
mengajukan definisi lainnya agar dapat menggambarkan proses kerja (working 
definition) serta sifat-sifat komunikasi secara umum.20 
                                                          
19Elvira Ardianto dan Lukiati Komala. E. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: 
Simbiosis Rekatama Media. 2005. Hal. 3 
20 Morissan, dkk. Teori Komunikasi Massa. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. Hal. 7 
Willbur Schramm menyatakan “komunikasi massa berfungsi sebagai decode 
(membaca sandi), interpreter (menafsirkan), dan encoder (menyandikan). 
Komunikasi massa menginterpretasikan hal-hal yang didecode sehingga dapat 
mengambil kebijakan terhadap efek, menjaga berlangsungnya interaksi serta 
membantu masyarakat menikmati kehidupan. Komunikasi massa juga meng-encode 
pesan-pesan yang memelihara hubungan dengan masyarakat lain serta menyampaikan 
kebudayaan baru kepada anggota-anggota masyarakat.21 
Devito (1997) menyebutkan fungsi komunikasi massa sebagai berikut: 
pertama, Fungsi meyakinkan atau persuasi bisa datang dalam bentuk mengukuhkan 
atau memperkuat sikap, mengubah sikap, menggerakkan seseorang untuk melakukan 
sesuatu, dan memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu. Kedua, 
Fungsi menganugrahkan status, terjadi apabila berita yang disebarluaskan melaporkan 
kegiatan-kegiatan individu-individu tertentu sehingga prestise (gengsi) mereka 
meningkat. Ketiga, Fungsi membius (narcotization), apabila media menyajikan 
informasi tentang sesuatu, penerima percaya bahwa tindakan tertentu harus diambil. 
Keempat,Fungsi menciptakan rasa kebersatuan, komunikasi massa memiliki 
kemampuan untuk membuat kita menjadi anggota suatu kelompok. Kelima, Fungsi 
privatisasi, seseorang dapat memiliki kecendrungan untuk menarik diri dari kelompok 
sosial dan mengucilkan diri kedalam dunianya sendiri.22 
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Ke 5 fungsi menurtut Devito (1997) tidak akan terjadi jika tanpa adanya 
media massa. Menurut premis Marxis tentang posisi media dalam sistem kapitalisme 
modern menyatakan bahawa “media massa adalah kelas yang mengatur”. Media 
massa diyakini bukan sekedar medium lalu lintas pesan antara unsur-unsur sosial 
dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukkan dan 
pemaksaan konsensus oleh yang secara ekonomi dan politik dominan.23 
Media massa di berbagai negara pada dasarnya memiliki perkembangan yang 
berbeda-beda, tergantung pada sistem ekonomi dan politik negara yang bersangkutan. 
Media massa di negara-negara yanng memiliki sistem kemasyarakatan yang tidak 
terlalu individualistik, komunal, tidak terlalu sekuler atau masyarakat yang lebih 
religius, biasanya media massa di negara ini memiliki perbedaaan dengan media 
massa di negara-negara Barat dengan sistem politik dan ekonomi yang lebih liberal. 
Masing-masing negara tersebut memiliki teori media dan praktik media yang 
berbeda.24 
Media massa dapat dikatakan sebagai sarana yang menjadi tempat 
penyampaian hasil kerja aktifitas jurnalistik. Media massa adalah istilah yang 
digunakan oleh publik dalam mereferensi tempat dipublikasikannya suatu berita. 
Media massa dalam masyarakat memiliki tiga fungsi yang dinyatakan oleh Wilbur 
Schramm yang di antaranya disebut sebagai penjaga, yaitu media massa berfungsi 
untuk memantau kondisi lingkungan dan mendeteksi berbagai macam ancaman dan 
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masalah, juga berbagai macam peluang dan dukungan, serta memberitahukan kepada 
para warga masyarakat agar dapat menyesuaikan diri. 25 
Media massa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam 
pembentukan opini publik, karena media massa mampu mempengaruhi sikap 
masyarakat terhadap suatu peristiwa tertentu. Bahkan terkadang membuat audience 
tidak sadar akan peristiwa yang sesungguhnya terjadi.26 
Secara lebih spesifik peran media massa saat ini lebih menyentuh persoalan-
persoalan yang terjadi di masyarakat secara aktual seperti:27 
a. Harus lebih spesifik dan proporsional dalam melihat sebuah persoalan 
sehingga mampu menjadi media edukasi dan media informasi sebagaimana 
diharapkan masyarakat. 
b. Dalam memotret realitas, media massa harus fokus pada realitaas masyarakat, 
bukan pada potret kekuasaan yang ada di masyarakat itu, sehingga informasi 
tidak jadi propaganda kekuasaan, potret figur kekuasaan. 
c. Sebagai lembaga edukasi, media massa harus dapat memilah kepentingan 
pencerahan dengan kepentingan media massa sebagai lembaga produksi, 
sehingga kasus-kasus pengaburan berita dan iklan tidak harus terjadi dan 
merugikan masyarakat. 
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Komunikasi dan Media. Vol 17. No 1. 2013 
27 Burhan Bungin. Sosiologi Komunikasi “Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 
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d. Media massa juga harus menjadi early warning system, hal ini terkait dengan 
peran media massa sebagai media informasi, dimana lingkungan saat ini 
menjadi sumber ancaman. 
e. Dalam hal menghadapi ancaman masyarakat yang lebih besar seperti 
terorisme, seharusnya media massa lebih banyak menyoroti aspek 
fundamental (hal yang mendasar) pada terorisme seperti mengapa terorisme 
itu terjadi bukan hanya aksi-aksi terorisme. 
Media massa merupakan sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat. 
Oleh karena itu, media massa mempunyai peran penting dalam proses penyebaran 
informasi bagi masyarakat. Media massa berkembang dengan pesat, mulai dari media 
cetak, media elektronik hingga ke media baru. Seiring ditemukannya mesin cetak 
muncullah istilah pers (Belanda) atau pres (Inggris). Dari segi bahasa (etimologis) 
pers/press artinya menekan/pressing, karena mesin cetak menekan kertas untuk 
memunculkan tulisan. Dan istilah pers sendiri baru muncul ketika J Gutenberg 
menemukan mesin cetak pada tahun 1456 yang tugasnya untuk menekan mesin cetak 
supaya menghasilkan tulisan, yang ada pada awalnya diartikan sebagai persurat 
kabaran.28 
Media massa yang berkembang salah satunya adalah media cetak. Media 
cetak merupakan media massa tradisional yang menyebarkan informasi atau berita 
melalui penerbitan yang diedarkan setiap harinya. Pada masa sekarang, media cetak 
mempunyai pesaing-pesaing baru dalam proses penyebaran informasi yaitu media 
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elektronik dan media baru. Media elektronik dalam proses penyebaran informasi 
memliki waktu yang tidak terlalu lama untuk diberitakan kepada masyarakat atau 
relatif singkat dibandingkan dengan media cetak.29 
Berbeda dengan media massa lainnya seperti televisi dan radio, media cetak 
merupakan media massa pertama yang dikenal oleh masyarakat yang memiliki ciri-
ciri komunikasi massa, yaitu memiliki komunikasi yang satu arah, khalayak yang 
heterogen, serta berita yang disampaikan bersifat umum. Oleh karena itu, pers yang 
melekat pada media cetak kemudian disederhanakan untuk menyebut media massa 
pada umumnya. Media massa cetak berbentuk tabloid, buletin, majalah dan surat 
kabar.30 
Media cetak juga dibagi dalam beberapa bagian yaitu, surat kabar, brosur, 
majalah, dan lain-lain. Salah satu media cetak yang sampai sekarang masih 
menyebarkan informasi adalah surat kabar. Sebagai media cetak tradisional surat 
kabar merupakan media massa tertua sebelum ditemukannya film, radio, dan  televisi. 
Surat kabar memiliki keterbatasan karena hanya bisa dinikmati oleh mereka yang 
melek huruf, serta lebih banyak disenangi oleh orang tua dari pada kaum remaja dan 
anak-anak. Kelebihan surat kabar adalah mampu memberi informasi yang lengkap, 
dapat dibawa kemana-mana, terdokumentasi sehingga sehingga dapat dicari lagi 
ketika sewaktu-waktu diperlukan. Surat kabar memiliki jangkauan yang luas, terbit 
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setiap hari sehingga dapat dengan mudah menyebarluaskan informasi atau berita-
berita ke daerah-daerah secara serentak dan efektif.31 
Berita-berita pada SKH Fajar tidak akan ada begitu saja di dalam surat kabar 
yang dimuat dan diedarkan setiap harinya. Dibutuhkan seseorang untuk meliput berita 
atau informasi agar terpenuhnya kebutuhan akan akses informasi bagi semua lapisan 
masyarakat. Setiap berita yang disajikan berbagai media tidak lepas dari peran serta 
seorang wartawan yang melakukan proses pengumpulan berita dan informasi.  
Pengertian pers terbagi menjadi dua bagian, yaitu: pers dalam arti sempit 
diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan perantara cetakan. 
Sedangkan pers dalam arti luas adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan baik 
dengan barang cetakan maupun media elektronik seperti radio, televisi, maupun 
internet.32 
Di tengah ketatnya persaingan akan informasi, para wartawan seharusnya 
mampu memilih berita yang menyediakan informasi yang sedang ramai 
diperbincangkan di tengah masyarakat. Berita yang disajikan harus memenuhi standar 
kelayakan informasi. Berita-berita tersebut harus memiliki nilai informasi, pendidikan 
dan hiburan. Dengan begini, akan ada timbal balik antara penyedia informasi dengan 
pencari informasi tersebut. 
Bahkan dalam Islam telah disebutkan ayat tentang jurnalis, antara lain: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kepadanya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 33 
 
Wahai orang-orang yang beriman, jika orang yang melanggar syariat Allah 
datang kepada kalian dengan membawa suatu berita, maka teliti dan periksalah 
terlebih dahulu kebenaran berita itu. Hal itu supaya kalian tidak menimpakan 
musibah kepada suatu kaum, tanpa kalian mengetahui keadaan mereka sehingga apa 
yang telah kalian lakukan terhadap mereka, setelah nyata bahwa mereka tidak 
melakukannya, menjadikan kalian selalu menyesal atas kejadian itu, dan berharap 
kejadian itu tidak akan kalian lakukan (tafsir Quraish Shihab).34 
Berpegang kepada berita yang belum jelas kebenarannya akan membahayakan 
dua sisi, terlebih lagi jika berita itu disebarkan oleh orang yang berbohong atau tidak 
mempunyai landasan fakta yang kuat. Sisi pertama yaitu dari sumber berita dan sisi 
yang kedua yaitu jenis berita, berita-berita yang dibawa oleh orang seperti itu 
berkemungkinan adalah munkar oleh sebab kedengkian dan kejelekan sikap yang ada 
                                                          




pada dirinya. Jenis berita yang dibawah oleh orang fasik biasanya juga berjenis berita 
munkar. Mengikuti berita yang munkar akan menimbulkan penyesalan sebab berita 
tersebut dapat menyesatkan dan menjerumuskan dalam kemunkaran. Oleh karena itu, 
dibutuhkan penyaringan suatu informasi dari khalayak agar berita yang diterima 
dapat diketahui kebenarannya, tidak hanya itu masyarakat sekarang telah pandai 
memilih dan menyeleksi sebuah berita yang baik serta benar. Sebab, jika suatu media 
massa meyebarkan berita yang tidak berlandaskan fakta maka akan menyababkan 
menurunnya tingkat kepuasan dan kepercayaan pelanggan, karena masyarakat ingin 
mendapatkan berita yang betul-betul tepat kebenarannya. 
B. Tinjauan Kebebasan pers 
Dalam pandangan masyarakat hukum berhubungan dengan sanksi, dan 
begitupun sebaliknya. Sanksi adalah reaksi, akibat, atau konsekuensi atas pelanggaran 
kaidah sosial. Dengan adanya sanksi, maka tujuan hidup diharapkan dapat tercapai. 
Menurut Marwan Mas, keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya 
diartikan sebagai sarana untuk menerbitkan kehidupan masyarakat. pudarnya 
kepercayaan masyarakat terhadap hukum akibat tujuan hukum tidak tercapai, sangat 
bergantung pada praktik hukum.35 
Kecepatan media dalam memberikan informasi telah menggoda masyarakat 
yang menggunakan media untuk mengabaikan metode pembatasan, akurasi, dan 
verifikasi yang merupakan esensi dari etik jurnalisme. Di samping itu, beberapa 
foktor lain ikut menjadi penyebab. Alasan utama yang mendasari adanya kode etik 
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jurnalisme adalah untuk menjamin perilaku, melindungi narasumber, dan 
berkonstribusi untuk kesejateraan publik. Perilaku seorang wartawan bersifat etis bila 
hal itu mengevaluasi kelakuan yang dimaksud menurut prinsip-prinsip etik jurnalisme 
yang mendasar. Ini merupakan prinsip yang mengekspresikan fungsi-fungsi sosial 
dari seorang jurnalisme.36 
Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi 
masryarakat luas, serta menjadi alat pendidikan dan hiburan bagi publik, tidak lupa 
pula melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Oleh karena itu, 
agar pers dapat menjalankan fungsi sebagai mana mestinya dibutuhkan kebebasan 
pers yang menjunjung tinggi peradaban manusia yang maju, bermanfaat dan 
menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Kemerdekaan pers merupakan sarana 
terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. 
Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan menyadari adanya tanggung jawab 
sosial serta keberagaman masyarakat.37 
Kebebasan pers merupakan tiket penting bagi wartawan untuk mencari 
informasi di berbagai wilayah. Namun, terkadang tiket tersebut disalah gunakan oleh 
sebagian wartawan untuk kepentingan individu atau kelompok. Agar hal yang 
demikian tidak terjadi, maka wartawan perlu diatur oleh kode etik untuk membatasi 
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kebebasan yang telah diberikan kepada mereka. Kode etik jurnalis adalah himpunan 
etika profesi kewartawanan. Kode etik yang dimaksud antara lain, sebagai berikut:38 
a. Menginformasikan atau menyampaikan yang benar, tidak berbohong dan 
merekayasa. 
b. Meneliti kebenaran berita/fakta sebelum dipublikasikan alias melakukan check 
and recheck. 
c. Hindari olok-olok, penghinaan, mengejek, atau caci maki sehingga 
menumbuhkan permusuhan kebencian. 
d. Hindarkan prasangka buruk. Dalam istilah hukum, pegang teguh “asas 
praduga tak bersalah” 
Pers sebagai salah satu pilar dalam menegakkan negara demokrasi harus 
dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada 
siapa saja yang ingin mengemukakan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini 
menjadi tuntutan di hampir semua elemen media karena media massa 
dipandang sebagai pencerminan suara hati masyarakat dengan prinsip 
kebebasan berbicara (freedom of speech) dan kebebasan menyampaikan 
pendapat (freedom of press) kepada orang lain tanpa dikenakan sensor dan 
pembredelan. Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan 
(transparancy). Pemerintah sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan 
masyarakat dalam suasana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.39 
Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhnya hak-hak 
masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman 
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operasional dalam menegakkan integritas dan propesionalitas wartawan, atas dasar itu 
wartawan Indonesia menetapkan kode etik, sebagai berikut: 40 
a. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar. 
b. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan 
menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. 
c. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah dengan tidak 
mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran 
informasi. 
d. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, 
sadis, dan cabul. Serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. 
e. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima 
suap. 
f. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo 
(pelarangan), informasi latar belakang, dan off the records sesuai kesepakatan. 
g. Wartawan Indonesia segara mencabut atau meralat kekeliruan dalam 
pemberitaan serta melayani hak jawab. 
C. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial ( Press Social Responsibility Theory) 
Dalam perkembangan teori pers, menurut Frederick S. Siebert, Theodore 
Peterson dan Wilbur Schram mengatakan bahwa pers tidak hidup dalam situasi yang 
kosong (vakum), akan tetapi pers selalu mencari ruang di tengah masyarakat agar 
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dapat menyampaikan informasi. Pers hidup dalam masyarakat atau negara dengan 
suatu sistem politik tertentu. Sehingga sistem pers harus mempunyai relasi dengan 
negara, pemerintah, bahkan masyarakat sekalipun41 
Pers adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem 
kemasyarakatan tempat ia beroperasi, bersama dengan subsistem lainnya. Dengan 
demikian, maka pers tidak hidup secara tersendiri melainkan pers hidup bersama 
lainnya saling berdampingan, mempengarui atau dipengaruhi. Pers yang dimaksud di 
sini adalah pers sebagai media cetak. Media adalah sarana bagi wartawan untuk 
menyalurkan ekspresi jurnalistiknya. Pada zaman modern sekarang ini, seorang 
wartawan tidak hanya merangakai sebuah berita, tapi juga aspek-aspek lainnya yang 
dianggap menarik oleh publik.  
Oleh karena itu, fungsi pers tidak lagi hanya sebatas memberikan informasi 
untuk masyarakat, melainkan terdapat faktor mendidik, menghibur, serta 
mempengaruhi khalayak agar melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Fungsi-
funsi tersebut, yaitu:42 
a. Fungsi menyampaikan informasi, yaitu bertujuan agar khalayak 
mengetahui peristiwa yang sedang terjadi, gagasan atau pemikiran-
pemikiran orang lain, apa yang dilakukan dan yang diakatan oleh orang 
lain. 
b. Fungsi sebagai sarana pendidikan, pers memuat tulisan-tulisan yang 
memiliki nuansa pengetahuan, sehinngga khalayak yang membaca tulisan 
tersebut bertambah wawasannya. 
c. Fungi untuk menghibur, yaitu sebagai informasi yang bersifat hiburan 
agar khalayak tidak bosan dengan berita yang monoton. 
d. Fungsi untuk mempengaruhi, fungsi ini menyebabkan pers 
mempunyai peranan penting terhadap kehidupan masyarakat. 
                                                          
41 Satrio Saptohadi. Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum.  
Vol 11. No 1. 2011 
42 Onong Uchjana Effendi. Dinamika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004. Hal. 
62-65 
Unsur yang paling penting penting dalam pers adalah media massa, karena 
dengan adanya media massa wartawan dapat menjalankan kegiatannya. Media massa 
menjalankan fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui 
media, masyarakat dapat menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah. Lewat 
media pula berbagai inovasi atau pembaruan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. 
Inilah peran pentingnya pers. Fungsi komunikasi bagi masyarakat menurut Dominic 
(2011) adalah: pertama, memberi pengawasan kepada masyarakat tentang suatu 
kejadian/berita yang penting bagi masyarakat. Kedua, memberi penafsiran kepada 
masyarakat tentang suatu organisasi atau industri. Ketiga, fungsi pertalian yaitu 
menyatukan masyarakat yang beragam berdasarkan kepentingan dan minat yang 
sama tentang sesuatu. Keempat, menyebarkan nilai-nilai, fungsi penyebaran nilai 
tidak kentara dan juga disebut sosialisasi.43 
Sebagai suatu alat yang hidup di tengah masyarakat pers mempunyai 
tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Pers sebagai tanggung jawab sosial 
menyatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak mengemukakan pendapatnya 
di dalam forum (negara), jika media tidak mendukung hal tersebut, maka harus ada 
pihak yang memaksanya. Dasar pemikiran sistem ini adalah sebab bebasnya pers 
harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang diberitakan.44 
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Teori pers sebagai tanggunng jawab sosial (press social responsibiliy theory) 
bertujuan untuk mengontrol media yang dilakukan oleh masyarakat. dengan begini 
pers akan menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya. Teori tanggung jawab 
memunculkan banyak perbedaan pendapat mengenai siapa yang memastikan kalau 
media bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bagaimana memutuskan apakah 
suatu pendapat cukup penting untuk diberi ruang dan waktu dalam media. Teori pers 
sebagai tanggung jawab sosial didasarkan pada pertimbangan bahwa sitem pada pasar 
bebas, kenyataanya telah gagal untuk memenuhi tujuan kebebasan pers dan tidak 
mampu melindungi kepentingan masyarakat banyak. Prinsip-prinsip utamanya 
adalah:45 
a. Media harus menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. 
b. Kewajiban-kewajiban tersebut menyangkut standar kebenaran informasi, 
akurasi, objektivitas, dan keseimbangan. 
c. Media bebas menjalankan tugasnya selama tidak keluar dari kode etik. 
d. Media bersifat beragam dan mereflesikan kebhinekaan masyarakat, 
memberikan kesempatan untuk mengekspresikan berbagai sudut pandang 
serta memberikan jaminan hak jawab. 
e. Media harus menghidari diri dari setiap tindak kejahatan, kekerasan, merusak 
tatanan sosial, atau menyakiti kelompok-kelompok kecil. 
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f. Masyarakat dan publik memiliki hak untuk menuntut standar kinerja yang 
tinggi dari pers, dan karenanya campur tangan dibenarkan mengingat media 
massa adalah public good wartawan dan kalangan profesional bertanggung 
jawab terhadap majikan, masyarakat, serta pasar. 
Keberadaan pers umumnya adalah sebagai media penekan untuk masyarakat, 
atau dalam makna yang lebih sempit sebagai kontrol sosial. Teori pers tanggung 
jawab sosial beranjak pada fakta terhadap informasi yang akan diberikan kepada 
masyarakat, hal ini sebagai tanggugjawab sosial dari pers. Teori ini menilai 
kekuasaan dan masyarakat harus diiringi dengan tanggung jawab sosial, teori ini juga 
beranggapan bahwa kebebasan juga memiliki tanggung jawab yang sepadan. Dalam 
teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus 
disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan 
tugas pokoknya, misalnya dalam menyiarkan berita yang dapat menimbulkan 
keresahan pada masyarakat.46 
Pers sebagai tanggung jawab sosial berdasarkan pada pandangan suatu prinsip 
bahwa kemerdekaan dari pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab 
kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada 
komunikasi massa dalam masyarakat modern saat ini. Pada teori ini pula prinsip 
kebebasan masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban bahwa 
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kemerdekaan yang dimiliki haruslah disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai 
tanggung jawab.47 
Fungsi media juga tertuang pada 9 elemen jurnalistik yang dikemukakan oleh 
Bill Covach dan Tom Rosenstiel, pada elemen jurnalistik ini dikatakan bahwa sebuah 
media dalam menjalankan profesi kerja jurnalistik harus mengutamakan keakuratan 
sebagai poin penting dari sebuah berita. Pemberitaan suatu media harus betul-betul 
atas landasan kewajiban mereka dalam menyampaikan suatu informasi. Adapun 9 
elemen jurnalistik yang dimaksud, yaitu:48 
1. Kewajiban pertama jurnalis adalah pada kebenaran. 
2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga. 
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. 
4. Para praktisnya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. 
5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. 
6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun 
dukungan warga. 
7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik, dan 
relevan. 
8. Jurnalisme harus menjaga berita komprehensif dan proporsional. 
9. Para praktisnya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. 
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Tanggung jawab sosial yang dimiliki pers memiliki peran yang penting dalam 
masyarakat, namun akan menjadi tidak berguna jika ketika seorang wartawan hendak 
melaksanakan tugas jurnalistiknya dihalau oleh oknum-oknum tertentu. Hai ini dapat 
membuat kerja wartawan terhambat ketika sedang liputan. Peneliti sadar bahwa 
masyarakat mempunyai kebebasan tersendiri ketika mengeluarkan pendapat. Namun, 
ketika itu masuk dalam ranah kepentingan publik maka pers wajib tahu akan hal itu 
agar nantinya diberitakan kepada publik. Hal ini disebakan karena pers harus 
menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat yang menyangkut 
kebenaran informasi, akurasi, obketif dan seimbang. Untuk memenuhi hal tersebut 
media harus bebas dalam melaksanakan tugasnya serta tidak lupa berpedoman pada 
kode etik.49 
Penelitian “Kebebasan dan Tanggung Jawab Sosial Wartawan dalam Memuat 
Berita di SKH Fajar” tidak meneliti tentang hambatan ketika liputan terhadap 
masyarakat umum karena masyarakat mempunyai wewenang sendiri untuk berbicara 
atau tidak. Akan tetapi, penelitian ini meneliti hambatan-hambatan yang terjadi di 
lapangan ketika liputan serta saat ingin mewawancarai tokoh masyarakat atau 
pemerintah yang nilai informasinya bersifat penting bagi pubik dan negara. 
D. Tinjauan Faktor Pendukung dan Penghambat Ketika Liputan 
Kebebasan pers yang demikian besar serta telah terjamin dalam undang-
undang, sering kali cenderung kebablasan. Tidak hanya menimbulkan kerugian untuk 
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pers itu sendiri, namun juga kerugian bagi masyarakat. kerugian tersebut berupa: 
pertama, kerugian check and balance bagi publik, yaitu media dalam memberitakan 
sesuatu kurang objektif sehingga hilangnya keseimbangan pemberitaan. Kedua, 
kerugian atas asas praduga tak bersalah, yaitu pemberitaan yang tidak terlalu akurat. 
Ketiga, pencemaran nama baik. Keempat, mempengaruhi opini publik dengan hal 
yang negatif. Dari ketakutan-ketakutan akan kebebasan pers inilah dibuthkan kode 
etik, untuk membatasi pemberitaan dalam pers.50 
Etika dalam jurnalisme diibaratkan sebagai arah yang menjadi tujuan untuk 
para wartawan. Media dan para wartawannya membutuhkan kode etik agar tidak 
sampai salah dalam mencari dan menyebarkan kebenaran. Hal-hal yang prinsip dalam 
etika jurnalisme merupakan panduan perilaku bagi para wartawan dalam 
menjalankann tugas mereka di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memberi 
kepercayaan kepada wartawan, karena pekerjaan ini dipandang sebagai suatu 
pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang komunikasi dan informasi. 
Adanya kode etik pembatasan terhadap informasi yang ingin disampaikan 
kepada publik akan terkontrol, ini pula yang menyebabkan wartawan terhambat dala 
proses pencarian informasi. Misalnya, terhadap korban kejahatan asusila wartawan 
tidak berhak menyebutkan identitas yang lengkap dari korban kejahatan tersebut. 
Seperti yang telah diatur oleh kode etik wartawan Indonesia, meyatakan bahwa 
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“wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, 
dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas dari korban kejahatan asusila”.51 
Tidak hanya disebakan oleh kode etik, faktor penghambat peliputan berita 
juga terjadi karena adanya kendala internal. Kendala yang dimaksud adalah kendala 
tentang berita yang telah jatuh deadline untuk diinformasikan kepada publik. Faktor 
penghambat yang lain adalah karena adanya budaya amplop oleh wartawan ketika 
melakukan peliputan berita. Wartawan “amplop” adalah julukan yang diberikan 
kepada wartawan yang suka menerima uang dari sumber berita, biasanya terjadi 
dalam suatu jumpa pers yang diselenggarakan oleh suatu instansi. Untuk menghindari 
perbuatan negatif, ada beberapa media massa yang melarang keras wartawan 
menerima uang bahkan ada yang mencantumkan larangan tersebut ke medianya. 
Pemberian amplop kepada wartawan pada akirnya menimbulkan perbedaan pendapat 
di kalangan wartawan itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa itu hanyalah bentuk 
silahturahim dari instansi dan tidak akan mengganggu proses netralitas pemberitaan 
di medianya, namun ada juga yang mengatakan bahwa itu merendahkan profesi 
wartawan.52 
Faktor pengambat yang terakhir adalah adanya embargo (pembatasan) dan off 
the records oleh sumber data kepada wartawan, tentang informasi yang akan 
disampaikan. Seperti yang telah dijelaskan pada kode etik jurnalistik di pasal 7 yaitu 
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“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak 
bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, 
informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan”. Beberapa 
faktor inilah yang membuat penghambatan dalam peliputan berita.53 
Hambatan yang diperoleh wartawan dalam mencari berita untuk diterbitkan 
dapat dilihat dari situs online, seperti yang telah dimuat suara.com tentang kekerasan 
terhadap wartawan yang terjadi hampir bersamaan di dua tempat berbeda  di 
Makassar dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Jumat 21 Oktober 2016. Yang 
pertama adalah jurnalis dari media harian Rakyat Sulsel mendapat kekerasan berupa 
di kepala dan badan oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU). Kedua yang 
terjadi Kabupaten Bone, Sulsel. Sejumlah wartawan mendapat tendangan dari oknum 
tim pengaman anggota AMPG Golkar saat mengawal ketua umum partai Golkar di 
Lapangan Merdeka, Bone. Saat itu sejumlah wartawan ingin melakukan wawancara 
cegatan atau doorstop kemudian dihalau oleh AMPG tepat di hadapan ketua umum 
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B A B  I I I 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 
adalah bentuk penelitian yang bertujuan menjelaskan tentang fenomena-fenomena 
yang ada, baik itu buatan manusia maupun fenomena alamiah. Fenomena tersebut 
bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 
perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.55 
Kebebasan dan tanggung jawab sosial dalam pemuatan berita SKH Fajar akan 
dijelaskan secara deskriptif dengan menjelaskan muatan berita serta hambatan yang 
diperoleh wartawan ketika liputan ditinjau dari kebebasan pers dan tanggung jawab 
sosial pers di tengah masyarakat. 
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana terjadinya suatu penelitian guna 
mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian dilakukan mulai terhitung dari 1 
Agustus sampai dengan 31 Agustus, namun penelitian telah berjalan sebelum waktu 
yang ditentukan, dikarenakan formalnya instantansi yang diteliti maka dibuthkan 
surat resmi untuk mewawancarai beberapa informan. Penelitian ini dilakukan sekitar 
2 bulan dalam proses pengumpulan data dan informasi dalam mewawancarai 
informan. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan 
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mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang 
diangkat. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Harian Fajar Makassar di jalan Urip 
Simuharjo No. 28 Makassar untuk melakukan wawancara terhadap wartawan yang 
berada di kantor tersebut. 
C. Sumber Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah narasumber atau orang-orang yang akan 
diwawancarai oleh peneliti terhadap kasus yang diangkat. Informan penelitian perlu 
dibatasi mengingat luas lokasi dan jumlah narasumber yang terbilang banyak agar 
tidak menghabiskan waktu dan tenaga peneliti. Dalam penelitian ini terdapat batasan 
informan guna memperkecil jumlah informan yang hanya dibutuhkan oleh peneliti, 
adapun batasan informanya dibagi menjadi 2 yaitu informan internal dan eksternal, 
batasan informan adalah sebagai berikut: 
1. Informan internal 
a. Meliliki kapabilitas jawaban yang dapat menyelesaikan rumusan masalah 
penelitian. 
b. Telah bekerja di instansi penelitian minimal 2 tahun. 
c. Memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 
d. Pernah mendapatkan kekerasan saat menjalankan profesi jurnalistik. 
2. Informan eksternal 
a. Meliliki kapabilitas jawaban yang dapat menyelesaikan rumusan masalah 
penelitian. 
b. Mengetahui kajian tentang kejurnalistikkan dan komunikasi massa. 
c. Mengamati pemberitaan media di Sulawesi Selatan. 
Adapun informan internal dalam penelitian ini, yaitu: 
Tabel  3.1 
Informan Internal Penelitian 
No. Nama Jabatan Alasan 
1. Arsyad Hakim 
Wakil pemimpin 
redaksi 
Meliliki kapabilitas jawaban 
yang dapat menyelesaikan 
rumusan masalah penelitian 






dengan kebebasan dan 
tanggung jawab sosial 
muatan berita SKH Fajar, 
serta anggota dari AJI. 
3. Nurlina Arsyad Redaktur ekonomi 
Memiliki keterkaiatan 
dengan kebebasan dan 
tanggung jawab sosial 
muatan berita SKH Fajar, 
serta anggota dari AJI. 
4. Mustakim Wartawan politik 
Wartawan SKH Fajar 
Makassar yang pernah 




Adapun informan eksternalnya dalam penelitian ini, yaitu: 
Tabel 3.2 
Informan Eksternal Penelitian 
No. Nama Jabatan Alasan 
1. 
Abdul Khalik 




kajian komunikasi massa 












pengalaman yang cukup 
dibidang jurnalistik 
D. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan komunikasi massa, dalam hal ini 
adalah komunikasi media cetak, yaitu penyampaian pesan atau berita yang dilakukan 
media melalui surat kabar kepada publik. Pendekatan ini melihat proses mendapatkan 
muatan berita yang disampaikan oleh media cetak yang tergolong satu arah sudah 
memenuhi hak kebutuhan publik akan informasi jika ditinjau dari tanggung jawab 
sosial pers yang menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya. Komunikasi media 
cetak merupakan sebuah sarana penting dari komunikasi massa dimana media cetak 
dapak meraih setiap daerah yang tidak dapat dijangkau oleh media elektronik atau 
bahkan media baru. 
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia di dalam 
penelitian pada umumnya disebut sebagai narasumber. Posisi narasumber sebagai 
sumber data sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. 
Menurut Lofland (dalam Moleong) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti 
dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati sebagai sumber 
data yang utama dalam penelitian. Sumber data yang utama dicatat melalu catatan 
tertulis atau melalui alat perekam video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. 56 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data untuk 
mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu: 
a. Data primer adalah data yang didapat langsung oleh peneliti dari sumber 
pertamanya atau lapangan. Adapun yang menjadi sumber pertama dalam 
penelitian ini adalah seseorang yang tidak terkait dengan media Fajar yang 
akan diwawancarai sebagai informan kunci, wakil pemimpin redaksi, AJI, dan 
wartawan SKH Fajar yang menjadi pernah mendapat penghambatan ketika 
liputan. Cara memperoleh data primer yaitu dengan observasi, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud yaitu dokumentasi 
yang berupa rekaman suara wawancara dari informan. 
b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti sebagai penunjang data 
primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah data dari 
muatan berita SKH Fajar, internet dan sumber-sumber lainnya. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 
oleh peneliti dalam kegiatannya melakukan penelitian untuk mengumpulkan data agar 
kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah dianggap oleh peneliti.57 
Dalam penelitian ini instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri serta 
dibantu dengan teks wawancara, observasi, dan perekam suara untuk 
pendokumentasian. 
Tabel 3. 3. 
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Kisi-Kisi Panduan Wawancara 
No. Sub Fokus Indikator No. Item 
1. Proses pencarian berita 1) Kinerja wartawan 
2) Muatan berita 




2.  Penghambat dalam 
proses pencarian berita 
1) Kode etik pers 
2) Embargo 




3. Faktor pendukung 
mewujudkan social 
responsibility 
1) Kebebasan pers 
2) Kebebasan mengemukakan 
pendapat 
3) Keterbukaan informasi 






Sumber: Olahan Peneliti 2017 
G. Pengolahan dan Analisis Data 
Adapun pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisis menurut Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:58 
a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan data 
mentah yang di dapat dalam catatan-catan lapangan. Dalam penelitian ini data 
yang akan direduksi oleh peneliti adalah data hasil wawancara. Data 
wawancara yang direduksi diakibatkan tidak lengkapnya jawaban yang 
diberikan informan, ketidaksesuaian antara pertanyaan dan jawaban, serta 
kejelasan makna jawaban yang diberikan informan. 
b. Model data (display), yaitu suatu kumpulan informasi yang tersusun serta 
membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan oleh 
peneliti. Penelitian ini akan menggunakan model data teks naratif, yaitu 
bentuk daftar pertanyaan wawancara. 
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c. Penarikan/verifikasi kesimpulan, adalah proses terakhir dari analisis data 
kualitatif. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini adalah jawaban dari 
setiap informan setelah diwawancarai untuk menjawab rumusan masalah yang 
dimiliki oleh peneliti. 
 
Gambar 3.1 


















B A B  I V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KEBEBASAN DAN 
TAGGUNG JAWAB  SOSIAL MUATAN BERITA SKH FAJAR 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Salah satu media cetak yang masih tetap memberitakan segala kejadian yang 
ada, baik dalam maupun luar kota adalah surat kabar harian Fajar yang kantornya 
berlokasi di jalan Urip Sumoharjo No. 20 Makassar. Kantor SKH Fajar pertama kali 
beroperasi pada tahun 1981 dan mengontrak kantor di jalan Ahmad Yani No. 15 
Makassar, gedung tersebut adalah gedung bekas percetakan buku Druckey milik 
Belanda yang kemudian dinasionalisasikan menjadi percetakan Bhakti.  
Dengan menggunakan peralatan mesin ketik, Fajar dalam menjalankan tugas-
tugas medianya hanya mengandalkan tiga wartawan di lapangan. Seiring 
perkembangan keredaksian Fajar mulai mempunnyai beberapa wartawan tambahan 
yang masihh berstatus mahasiswa. Dalam masa perkembangannya, Fajar juga 
mempunyai masa sulit yang pada masa tersebut SKH Fajar masih mendapat kerugian 
dalam penyebaran berita. Hingga tahun 1988, Fajar masih dalam masa sulit, apalagi 
saat itu terdapat surat kabar yang menguasai pasar yakni adalah Pedoman Rakyat. 
Pada akhir tahun 1988 Fajar mengambil langkah strategis untuk bekerja sama 
dengan Jawa Pos Group, yang pada saat itu ingin membuka surat kabar di Makassar. 
Kerja sama ini membuat para karyawan Fajar menjadi bersemangat, perbaikan dan 
perubahan dilakukan disemua lini administrasi, keuangan dan redaksi. Walaupun 
kerja sama dengan Jawa Pos berlangsung baik, namun kesejahteraan karyawan belum 
sepenuhnya diperhatikan hingga menyebabkan banyak wartawan yang mmemilih 
mengundurkan diri meskipun telah banyak mendapat ilmu dari Fajar.  
Kerja sama dengan Jawa Pos membuat oplah Fajar meningkat secara perlahan 
tapi pasti, begitu juga iklan yang mulai mengalir deras. Peningkatan ini membuat niat 
pimpinan Fajar ingin pindah kantor, apalagi kantor Ahmad Yanni dirasakan sudah 
tidak bisa lagi mendukung perkembangan Fajar. Pada tahun 1991, gedung kantor 
Racinng Centre diresmikan. Mesin cetak baru juga diadakan untuk menambah 
kualitas SKH Fajar. Oplah dan iklan di Fajar semakin bertambah. Fajar kemudian 
berkembang pesat menjadi pemimpin utama menggantikan Pedoman Rakyat yang 
telah bangkrut. Kesejahteraan karyawan juga ikut meningkat. Surat kabar dalam dan 
luar daerah Makassar mulai didirikan. Fajar juga mendirikan televisi dan radio namun 
perkembangannya tidak sebagus surat kabarnya. 
Dengan semakin banyaknya anak perusahaan yang menjamur, dan jumlah 
karyawan yang semakin banyak membuat keadaan kantor Racing Centre dirasakan 
sudah tidak mampu lagi mengakomodasi semuanya. Rencana membangun kantor 
yang lebih besar pun dicetuskan. 
Mengikuti model kantor milik Jawa Pos Group, Fajar membangun gedung 
Graha Pena di jalan Urip Sumoharjo No. 20 Makassar. Diresmikan pada awal 2008, 
gedung Graha Pena dengan 20 lantai menjadi gedung tertinggti pertama di luar pulau 
Jawa. Fungsinya bukan hanya sebagai kantor bagi Fajar dan anak perusahaannya, 
tetapi juga dipersewakan kepada khalayak umum untuk ruang kantor maupun pelbagi 
kegiatan. Perkembangan internet yang pesat menyebabkan Fajar sebagai surat kabar 
terimbas trendnya. Pada tahun 2009 Fajar membuat surat kabar digital  yaitu 
fajar.co.id yang bertujuan untuk bisa dinikmati dan diakses kapanpun oleh khalayak 
Fajar.59 
Koran harian Fajar adalah salah satu bentuk surat kabar yang terbit setiap hari 
di Makassar. Harian Fajar mempunyai rubrik yang memuat berita terpilah agar  
teratur sesuai penempatan berita yang dimuat. Salah satu contohnya adalah rubrik 
Zetizen. Dengan adanya rubrik tersebut pembaca dapat memilih berita yang akan 
dibaca terlebih dahulu sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan. 
  
                                                          




















































































Sumber: Olahan peneliti 2017 
 
2. Muatan berita SKH Fajar dalam Mewujudkan Berita yang Tidak 
Melanggar Kode Etik Serta Bertanggung Jawab 
SKH Fajar mempunyai informasi yang bebas dan dapat dipertannggug 
jawabkan kepada masyarakat, artinya berita yang disajikan adalah berita yang tidak 
memihak kepentingan golongan tertentu, serta informasi yang diberikan tidak 
melanggar kode etik pers. Adapun berita yang bertanggung jawab menurut SKH 
Fajar adalah:  
A. Bebas dan Berimbang 
Berita SKH Fajar yang menggambarkan berita yang bebas dan berimbang, 
terbit pada edisi Senin, 4 September 2017 yang terdapat pada gambar. 4.2. di 
lampiran tentang pencabutan nobel perdamaian Suu Kyi, dalam berita tersebut 
dikatakan bahwa Mentri Luar Negeri (Menlu) akan bertemu dengan Suu Kyi untuk 
menyampaikan sikap pemerintah Indonesia terhadap krisis yang terjadi di Myanmar.   
Kebebasan dan keberimbangan dari berita yang dimaksud adalah media tidak 
memihak kepada golongan tertentu untuk memberitakan sebuah kejadian, baik itu 
dari golongan masyarakat maupunn pemerintah, selama sebuah informasi dibutuhkan 
oleh khalayak. Pada edisi 4 September, SKH Fajar memberitakan tentang kinerja 
pemerintah dalam menangani krisis yang terjadi di Myanmar, dengan begini 
informasi yang didapatkan khalayak tidak hanya monoton pada kejadian di kalangan 
masyarakat saja, namun kinerja pemerintah juga harus transparan atau diberitakan 
kepada khalayak. 
Fungsi media yaitu ikut bertanggung jawab terhadap ketertiban dan 
kepentingan masyarakat umum, jadi sebuah berita tidak bisa atau harus 
mempertimbangkan berbagai perspektif dan dampak ketika berita tersebut 
sudah terbit di media. Dalam artian, SKH Fajar betul-betul harus menurunkan 
berita yang tidak membuat masyarakat resah. Berita yang dimaksud adalah 
berita yang faktual atau harus betul-betul berdasarkan fakta yang ditemukan di 
lapangan. Berita yang faktual juga harus berita yang bebas dan berimbang, 
maksudnya adalah SKH Fajar atau media manapun tidak memilih pangkat, 
golongan, atau dari kalangan manapun yang akan diberitakan, baik pemerintah 
sampai dengan masyarakat menengah.60 
Berita yang dimuat oleh media sudah seharusnya berita yang independen, 
maksudnya berita yang akan dibaca nanti oleh masyarakat tidak berpihak kepada 
salah satu sumber. Kebebasan sebuah berita menjadi ciri paling penting saat akan 
memuat berita, dengan adanya berita yang bebas maka masyarakat mampu 
mengetahui berita yang benar serta kebutuhan masyarakat akan informasi dapat 
terpenuhi. 
Contoh berita yang ada di masyarakat ada banyak bisa pencurian, 
pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk berita pada kalangan 
pemerintah biasanya tentang kinerja pemerintah, bisa jadi dalam mengatasi 
banjir, pengangguran, atau yang sekarang misalnya yaitu kinerja pemerintah 
dalam mengatasi krisis yang ada di Mynmar. Jadi, sebuah berita tidak 
memandang dari elemen manapun yang akan dijadikan sebagai informan atau 
sumber berita, ia harus bebas dan berimbang.61 
Media adalah institusi sosial sebagai lembaga kemasyarakatan. Media 
merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada dengan subsitem lainnya. 
Oleh karena itu, media tidak hidup secara mandiri melainkann dipengaruhi oleh 
lembaga kemasyarakatn lain. Media pada umumnya tunduk pada sistem media yang 
berlaku dimana sistem itu hidup. Sementara sistem yang berada di media tunduk 
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kepada sistem politik pemerintahan yang ada. Bersama dengan lembaga 
kemasyarakatan lainnya, media berada dalam keterikatan organisasi yang bernama 
negara. Dalam institusi media, informasi tidak lain adalah komoditas yang sekedar 
untuk diperjualbelikan. Akibatnya, segala bentuk produksi pesan tidak lepas dari 
kepentingan-kepentingan pemilik modal dan kekuasaan politik di sekitarnya. 
Informasi yang disampaikan kepada khalayak adalah realitas yang sudah diseleksi 
dan disusun menurut pertimbangan ideologi institusi media melalui keputusan 
redaksi.62 
Namun, tidak semua media melakukan hal yang sama, meskipun intervensi 
pemilik modal dan pemegang saham tidak dapat dipisahkan dari media itu sendiri, 
tetapi muatan berita masih dapat disetting agar tidak mementingkan golongan 
tertentu. Berita yang bebas dan berimbang  sudah menjadi hal yang harus terus 
dipertahankan oleh SKH Fajar, karena hal tersebut telah menjadi tanggungjawab yang 
wajib dilakukan bagi setiap media yang ada. Dengan kebebasan sebuah berita, maka 
sebuah media tidak seharusnya membela atau mementingkan kepentingan-
kepentingan dari pihak tertentu. Berita yang bebas bukan berarti harus semena-mena 
terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat, namun bebas yang 
dikatakan di sini adalah bebas yang bertanggungjawab terhadap sebuah informasi 
yang diberitakan. Berita yanng yang seimbang juga pada dasarnya memiliki fungsi 
agar informasi yang disampaikan media memiliki keberagaman, jadi tidak hanya 
terfokus pada satu informasi saja namun juga terfokus bagi informasi dari segala 
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sumber kejadian. Pada intinya, SKH Fajar sudah sebaiknya mempertahankan sebuah 
berita yang bebas dan berimbang agar masyarakat puas dengan informasi yang 
disampaikan.  
B. Faktual dan Aktual 
Berita SKH Fajar pada edisi 4 September 2017 di halaman 5 yang tertera di 
lampiran pada gambar. 4.3, menggambarkkan tentang kefaktualan dan keaktualan 
sebuah berita, dalam berita tersebut dikatan bahwa krisis yang terjadi di Rakhine, 
Mynmar mulai meluas ke sejumlah negara. Salah satunya, Indonesia. Pada tanggal 3 
September dalam berita tersebut dikatakan telah terjadi lemparan molotov di kantor 
Kedubes Myanmar di Indonesia. Di tempat terpisah pula, militan Al-Qaeda merilis 
Video yang mengancam serangan ke Mynmar. 
Kefaktualan dan keaktualan berita pada edisi tersebut terdapat pada kejadian 
pelemparan molotov yang terjadi pada Minggu, 3 September dan di tempat yang 
terpisah Al-Qaeda merilis video yang mengancam akan menyerang Mynmar. Berita 
tersebut dinyatakan benar oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, bahwa 
pelemparan molotov diketahui saat petugas kepolisisan berpatroli di kantor Dubes  
dan melihat api di teras belakang kantor, atas kejadian ini aparat kepolisian beserta 
jajarannya masih berusaha mencari pelaku pelemperan molotov di Kedubes Mynmar. 
Kefaktualan sebuah berita yang menjadi pion penting dalam menyajikan 
berita, namun keaktualan sebuah berita terus diperhatikan oleh SKH Fajar, 
keaktualan sebuah berita telah menjadi kewajiban tersendiri bagi SKH Fajar 
dalam memberikan Informasi kepada masyarakat. Berita yang disampaikan 
kepada masyarakat haruslah berita yang terkini, baik dari dalam maupun luar 
negeri. Berita-berita di SKH Fajar adalah berita yang bertanggung jawab, 
tidak terdapat satu berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh 
wartawan dan redaktur Fajar. 63 
Media cetak telah banyak berkembang di Sulawesi Selatan, dalam 
mempertahankan eksistensinya di perkoranan Makassar, SKH Fajar harus selalu 
memberitakan suatu berita yang sesuai fakta di lapangan, serta aktual atau sedang 
ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Dengan adanya berita yang faktual 
masyarakat akan tahu kebenaran yang sesungguhnya dari informasi yang dibaca, 
berita yang faktual diharapkan menjadi suatu kewajiban khusus bagi SKH Fajar, 
maupun seluruh instansi media di Indonesia yang harus selalu dipenuhi saat akan 
memberitkan sebuah informasi. 
Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak ketinggalan informasi terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi. Contoh berita yang faktual dan aktual 
misalnnya krisis kemanusiaan yang tejadi di Mynmar, naiknya harga 
sembako, dan masih banyak lagi. Berita dapat dikatakan faktual apabila 
terdapat konfirmasi kejadian dari sumber berita atau informan. Dalam 
kefaktualan sebuah berita, SKH Fajar juga harus mempertimbangkan masalah 
yang akan timbul di masyarakat itu nantinya. Artinya, jika berita yang 
diterbitkan menyinggung masalah suku, agama atau golongan maka berita 
tersebut harus di bingkai sedemikian rupa agar tidak menjadi bahan 
pertentangan di tengah masyarakat.64 
Berita yanng faktual dapat membuat masyarakat mengetahui informasi terkini 
dari sebuah kejadian yang baru saja terjadi atau sedang berlangsung, dengan 
menerbitkan berita yang faktual serta aktual keuntungan tidak hanya dirasakan oleh 
suatu media, namun juga untuk masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi 
yang menyangkut kehidupan mereka. Misalnya, petani ingin mengetahui harga pupuk 
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atau harga pangan yang ada ditempat lain. Berita yang faktual juga tidak 
diperbolehkan menyinggung salah satu ras, atau golongan, serta tidak membuat resah 
masyarakat ketika nantinya diterbitkan. 
Tidak semua fakta yang ditemukan wartawan di lapangan akan diberitakan, 
terdapat pula fakta yang disembunyikan oleh SKH Fajar. Fakta-fakta tersebut 
disembunyikan karena mengandung unsur yang dapat membuat resah 
masyarakat atau jika berita dimuat akan dapat berdampak negatif bagi 
masyarakat. Ini dikarenakan, berita tersebut mangandung fakta atau kenyataan 
yang ada di lapangan, mempunyai sumber yang jelas, menghormati hak jawab 
narasumber. Tetapi, tidak semua berita yang mengandung unsur fakta tersebut 
harus diungkapkan di media, sebab ada norma-norma yang harus dilindungi 
oleh media, salah satunya adalah ketika dapat memojokkan kelompok 
tertentu.65 
Pembredelan terhadap suatu berita tidak dibenarkan kecuali menyinggung ras, 
golongan, dan agama serta menyangkut ketertiban di tengah masyarakat. Berita yang 
disampaikan oleh semua media, terkhususnya SKH Fajar juga harus selalu aktual atau 
terkini agar masyarakat tidak ketinggalan sebuah informasi yang terbaru baik dari 
dalam maupun luar negeri. Berita yang faktual dan aktual akan mendapat nilai 
tersendiri di masyarakat, dengan berita yang demikian dapat meningkatkan tingkat 
kepuasan masyarakat yang membaca berita tersebut. 
C. Tidak Melanggar Kode Etik 
Informasi yang diberitakan kepada masyarakat adalah berita yang tidak 
melanggar kode etik. Pada edisi 4 September yang terdapat pada lampiran gambar. 
4.4 berita yang tidak melanggar kode etik dimuat pada halaman 15 tentang kasus 
penganiayaan pimpinan BNI. Dalam berita tersebut aparat kepolosian dikatakan telah 
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mengantongi identitas pelaku penganiayaan pimpinan BNI, namun tidak dijelaskan 
nama atau inisial dari pelaku tersebut. 
Berita yang tidak melanggar kode etik pada edisi 4 September terdapat pada 
ketidakjelasan identitas pelaku, aparat kepolisian hanya mengatakan telah mengetahui 
identitas pelaku penganiayaan yang masih diduga nasabah yang angsurannya 
mengalami kemacetan. Dalam sebuah berita, baik pelaku maupun korban tidak boleh 
disebutkan identitas, baik nama ataupun tempat tinggal. 
Profesi jurnalis diikat ketat oleh kode etik dan kode perilaku. Dimana kode 
etik bersifat sebagai nilai-nilai yang harus dijaga oleh wartawan, sedangkan 
kode perilaku besifat teknis saat liputan. Indikator utama dalam mengangkat 
sebuah berita adalah dampak berita tersebut kepada publik, jadi semakin 
tinggi nilai suatu berita maka semakin tinggi pula berita tersebut dimuat. 
Dalam sebuah berita media tidak berhak menyebutkan identitas pelaku atau 
korban, baik nama sampai pada tempat ia tinggal, karena hal tersebut dapat 
membahayakan nyawa atau kenyamanan dari pelaku dan korban.66 
Media massa secara etika tidak boleh memiliki keberpihakkan kepada 
kepentingan-kepentingan tertentu, serta mengabaikan atau tidak menghormati hak 
individu. Isi media harus mampu menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan 
sebuah negara dan masyarakat yang berada di dalamnya. Kode etik bertujuan agar 
kebebasan media harus dibatasi, dalam artian berita yang disampaikan tidak semena-
mena. Misalnya, menyebutkan nama korban kejahatan asusila. 
Harian Fajar dalam mewujudkan berita yang bertanggung jawab adalah 
membekali wartawan yang akan turun di lapangan dengan kode etik jurnalis 
yang berarti wartawan SKH Fajar menghormati hak dari narasumber seperti 
embargo atau off the records. Berita-berita yang diturunkan adalah berita yang 
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telah diseleksi oleh redaktur dan peimpin redaksi yang tidak melanggar kode 
etik jurnalistik serta tidak merugikan berbagai lapisan masyarakat.67 
Semua media di Indonesia, terkhususnya SKH Fajar sudah seharusnya 
menaati dan patuh terhadap kode etik jurnalistik agar pemberitaan yanng disampaikan 
lebih terkontrol dan tidak keluar dari batas-batas pemberitaan. Ada beberapa media 
yang telah hampir sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik, salah satunya adalah 
SKH Fajar, penanaman terhadap kode etik telah dilakukan saat menerima wartawan 
yang akan bekerja di kantor medianya. 
D. Kros cek 
Berita-berita yang bertanggung jawab harus melewati seluruh komponen yang 
ada dalam berita, mulai dari verifikasi, konfirmasi, kros cek, dan lain-lain sebelum 
diolah oleh redaktur. Berita edisi 4 September yang menggambarkan tentang kros cek 
sebuah berita terbit pada halaman 4 yang membahas berita harga beras masih di atas 
harga eceran tertinggi. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa masih banyak 
pedagang beras tradisisonal baik pengecer maupun pemasok mengeluhkan penetapan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Mentri Perdagangan. 
Dari berita tersebut seorang wartawan akan melakukan kros cek dari berbagai 
sumber berita untuk mendapatkan informasi yang beragam dan mengolah menjadi 
satu kesimpulan. Berita edisi 4 September tidak hanya mewawancarai pedagang 
tradisional, namun juga melakukan konfirmasi kepada mentri perdagangan serta 
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mewawancarai pula director Indomart. Dalam berita tersebut juga dikatakan bahwa 
penetapan HET oleh mentri perdagangan adalah upaya untuk melindungi konsumen. 
Jurnalis bukanlah seorang hakim yang menentukan benar atau salahnya 
seseorang, melainkan sebagai perantara penyebar informasi. Berita yang 
bertanggung jawab adalah berita yang seluruh komponennya terpenuhi, yaitu 
orang-orang yanng terkait dalam pemberitaan itu telah dikonfirmasi serta 
mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat menurut versi mereka 
masing-masing. Dalam sebuah berita untuk mendapatkan keseimbangan 
informasi dibutuhkan kros cek dari berbagai sumber berita agar informasi 
yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat adalah informasi dari 
berbagai sumber yang dapat dipercayai kebenarannya.68 
Media seharusnya tidak akan pernah menerbitkan berita yang tidak 
berimbang. Berimbang yang dimaksud adalah mempunyai keuntungan bagi media 
tersebut juga informasi yang didapatkan masyarakat sesuai dengan fakta yang 
ditemukan di lapangan. Sebuah berita yang menyudutkan seseorang atau kelompok 
tertentu maka berita tersebut tidak seharusnya diterbitkan oleh media yang 
bersangkutan. Berita yang disampaikan kepada masyarakat harus memenuhi seluruh 
tahap agar wajib diberitakan. Misalnya, memverifikasi suatu kejadian dengan 
mendapat konfirmasi dari berbagai narasumber, agar berita yang disampaikan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. SKH Fajar telah menerapkan hal ini, terbukti 
dari pemberitaan-pemberitaanya yang selalu memunculkan narasumber yang lebih 
dari satu. Semua media seharusnya wajib menerapkan hal ini, agar berita yang 
disampaikan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. 
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E. Kebenaran sebuah Berita 
Koran harian Fajar edisi 4 September pada lampiran gambar. 4.6 
membuktikan tenntang berita yang mengandung nilai kebenaran. Sebuah berita yang 
baik adalah berita pada saat fase peliputan sampai pemberitaanya dilandaskan fakta 
yang ditemukan wartawan di lapangan. Harian Fajar edisi 4 September dengan tajuk 
berita nilai ekspor udang tembus Rp 442 M yang dimuat di halaman 3 dengan isi 
berita realiasasi ekspor udang di propinsi Sulsel hingga Juli 2017 mencapai 3.148 ton 
dan jika diuangkan nilainya cukup tinggi hingga mencapai USD 33,1 juta atau sekitar 
Rp 442,2 miliar. 
Kebenaran berita tersebut dapat dibuktikan dengan pengkonfirmasian dari 
Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Sulsel, dimana di  
dalam isi berita Kepala Bidang Perdagangan mengatakan ekspor udang segar terdiri 
dari dua jenis, yakni udang segar yang diekspor ke Amerika Serikat, Arab Saudi, 
Australia, Belanda, Belgia, Kanada, Tiongkok, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, 
Prancis, Rusia, Taiwan, Vietnam dan Yunani. Sedangkan udang olahan paling banya 
di ekspor di Jepang dalam bentuk tempura. Pengkonfirmasiann berita juga dilakukan 
kepada Kepala Dinas Kelautan. Sebuah berita memang sudah semestinya memiliki 
beberapa narasumber untuk diwawancarai agar mempuyai penguatan informasi saat 
akan diberitakan kepada khalayak atau masyarakat. Hal ini juga bertujuan agar 
kebenaran sebuah berita dapat dipertanggung jawabkan oleh media yang 
memberitakan hal tersebut.  
Bebas dan tidaknya sebuah media dipengaruhi oleh sistem politik, jika sistem 
politik demokrasi, maka media juga bebas, jika terdapat intervesi dari para 
pemegang saham dalam memuat berita yang benar itu adalah masalah internal 
media itu sendiri. Ada 5 faktor yang mempengaruhi isi media, yaitu: individu, 
rutin media, organisasi, ekstra media, dan ideologi. Suatu media harus bebas 
karena publik punya hak asasi mengetahui informasi yang benar, dan media 
harus melayani kebutuhan publik untuk memberitakan informasi yang benar. 
Jika media menyampaikan informasi yang salah berarti media dapat 
diakatakan menyesatkan publik atau mengotori hak asasi publik, jadi seuatu 
media harus bersifat jujur.69 
Kebenaran sebuah berita telah menjadi tanggung jawab serta kewajiban yang 
wajib dipenuhi oleh setiap media. Dengan demikian, nilai kebenaran dari sebuah 
berita tidak diragukan lagi oleh khalayak atau masyarakat saat membaca berita. Nilai 
kebenaran dari sebuah berita dapat dibuktikan dengan adanya konfirmasi dari sumber 
berita kepada wartawan bahwa informasi yanng disampaikan kepada masyarakat 
adalah kebenaran dan tidak dibuat-buat. Hal ini juga bertujuan untuk memenuhi 
tanggung jawab media kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi serta 
penghubung bagi aspirasi kepada pemerintah. 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Berita yang Sesuai Kode Etik dan 
Bertanggung Jawab 
Media cetak merupakan salah satu bagian dari media massa yang memiliki 
spesifikasi dalam penyajiann informasi maupun masyarakat pembacanya, dimana 
keadaan tersebut menentukan ciri dan bentuk media cetak. Selain itu, media cetak 
memiliki ciri-ciri khusus yakni informasi yang lengkap, terperinci, dapat dibaca 
berulang-ulang dan memungkinkan pembacanya untuk menyimpan informasi secara 
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utuh, selain itu kelebihannya juga dapat dibawa kemana-man. Media cetak terdiri dari 
berbagai jenis seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya, pada dasarnya 
media cetak memiliki segmen yang berbeda, seperti surat kabar, biasanya bersegmen 
kepada pada berita ekonomi, sosial, budaya, politik. Sedangkan pada majalah 
biasanya bersegmen khusus pria, wanita, remaja, anak-anak, dan lainnya. Terbaginya 
segmen pembaca tersebut menunjukkan bahwa jenis pembacanya berbeda yaitu dari 
pembaca yang heterogen. 
Ada beberapa aktor pendukung dan penghambat SKH Fajar dalam 
mewujudkan berita yang bebas serta bertanggung jawab, faktor-faktor tersebut 
mempunyai kelebihan dan kelemhan tersendiri dalam memuat berita. Adapun faktor 
pendukung dan penghambat tersebut, yaitu: 
A. Faktor Pendukung 
Adapun faktor pendukung SKH Fajar dalam mewujudkan berita yang 
bertanggung jawab serta tidak melanggar kode etik, yaitu: 
1. Kode Etik 
Kode etik jurnalistik adalah pilar yang sangat penting bagi wartawan, dengan 
kode etik kebebasan wartawan dalam proses pencarian berita dapat terarah dan tidak 
semena-mena terhadap pemberitaan yang akan dimuat sebuah media. Kode etik 
jurnalistik adalah mahkota dan nurani dalam hati setiap wartawan.  
Wartawan dalam proses menjalankan profesi jurnalistik harus mengikuti 
kaedah-kaedah kode etik pers. Pemberitaan yang dimuat harus mempunyai 
nilai keakuratan, berimbang, tidak melanggar kode etik, dan tidak beretikad 
buruk. Maksud dari tidak beretikad buruk adalah berita-berita yanng disajikan 
atau informasi yang diambil sesuai dengan fakta yang diperoleh berdasarkan 
wawancara, penggalian data dan informasi, serta tidak berpihak kepada salah 
satu kelompok.70 
Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik adalah salah satu barometer seberapa benar 
amanah yang telah diberikan rakyat kepada pers. Oleh karena itu pemahaman dan 
penataan terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi sesuatu yang mutlak bagi wartawan. 
Pemahaman dan penataan terhadap kode etik jurnalistik tidak dapat ditawar-tawar.  
Dengan demikian, itulah yang dinamakan sebagai tanggung jawab sosial bagi 
seorang jurnalis. Dalam kode etik jurnalis, jika korban adalah anak dan 
mendapatkan kasus kejahatan asusila maka identitas korban tidak disebutkan. 
Jika harus disebutkan identitas korban itu hanya sebatas inisial, namun tempat 
tinggal dan nama jalan tidak akan disebutkan oleh wartawan yang meliput, 
sebab hal itu diatur dalam kode etik jurnalistik.71 
Wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik akan kehilangan harkat 
dan martabatnya sebagai seorang wartawan. Sebagai pedoman, tuntunan, dan tuntutan 
profesi, Kode etik  tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus 
terkait langsung dengan praktek jurnalistik. Di sinilah tokoh pers Indonesia, Muchtar 
Lubis mengingatkan, pers harus punya etika yang benar-benar operasional dalam diri 
wartawan. Dengan kata lain ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap kode etik 
jurnalistik adalah bagai kapas yang kehilangan arah sehingga tidak jelas arah 
tujuannya. Tentu saja kalau ini terjadi merupakan kesalahan besar dan mendasar bagi 
wartawan.72 
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Pelaksanaan kode etik jurnalistik oleh wartawan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dalam proses kerja kreatif wartawan dalam menyajikan berita. Kode etik 
jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi wartawan. Bahkan 
dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memberikan sanksi fisik 
sekalipun, di hati setiap wartawan seharusnya kode etik jurnalistik mempunyai 
kedudukan yang istimewa.  
 
2. Undang-Undang Pers 
Dalam undang-undang nomor 40 juga diatur tentang kemerdekaan pers, 
dimana pada undang-undang itu pers telah mendapat jaminan dalam perundang-
undangan. Dengan perundang-undangan ini membuat pers telah sepenuhnya 
diberikan legalitas dan wujud dari pers menjadi bebas saat menjalankan tugas-tugas 
jurnalistiknya. Jika ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi kebebasan pers maka 
akan dikenakan pasal 18 ayat 1 tentang undang-undang pers yaitu dipidana penjara 
maksimal 2 tahun dan denda Rp. 500 juta.73 
Undang-Undang Pers memberikan jalan terbaik untuk menyelesaikan 
permasalahan akibat pemberitaan pers dengan jaminan penggunaan 
pemenuhan Hak Jawab. Penggunaan Hak Jawab telah diangkat menjadi 
ketentuan norma hukum positif dari sekedar bagian dari etika di dalam UU 
Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2). Karena itu, esensi utama dan puncak muara 
hukum pers untuk menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers 
adalah pelayanan dan pemenuhan atas Hak Jawab secara proporsional dan 
profesional. Bahkan jika perusahaan pers yang tidak mau melayani Hak 
Jawab, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers, akan dikenakan pidana 
denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Dengan 
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menggunakan penafsiran hukum a contrario sebagaimana dikenal dan 
diajarkan dalam ajaran Hukum Pidana, maka orang atau sekelompok orang 
yang tidak menggunakan Hak Jawabnya atas sebuah pemberitaan yang diduga 
merugikan nama baiknya berarti tidak menimbulkan permasalahan.74 
Penerapan UU Pers yang dilandasi semangat melindungi kemerdekaan pers 
ditunjukkan dengan langsung meledaknya jumlah wartawan dan organisasi 
kewartawanan di Indonesia. Sejak UU Pers diundangkan, jumlah wartawan di seluruh 
Indonesia yang tadinya hanya sekitar 7 (tujuh) ribu orang langsung melonjak menjadi 
sekitar 30 ribu pada tiga tahun berikutnya. Sedangkan organisasi kewartawanan dari 
yang hanya satu langsung melompat menjadi sekitar 60 buah.75 
Undang-undang pers bertujuan untuk melindungi wartawan saat dalam kerja 
profesi kewartawanannya. Dengan adanya UU pers, dapat diharapkan masyarakat 
memberi ruang yang selebar-lebarnya kepada wartawan saat akan atau sedang 
meliput sebuah berita, tanpa adanya gangguan dari berbagai pihak apalagi sampai 
menghalangi kerja wartawan yang mengakibatkan terhambatnya liputan berita, asal 
berita yang dihasilkan tidak keluar dari kode etik berita tersebut dapat dibenarkan 
menurut hukum. UU pers sudah seharusnya menjadi pelindung bagi wartawan yang 
sedang bekerja di lapangan, seluruh masyarakat sudah seharusnya mempunyai 
kewajiban untuk mengikuti dan patuh terhadap UU pers tersebut 
3. Penghubung Aspirasi dan Informasi bagi Masyarakat 
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Di sisi lain, pers juga harus berperan sebagai pengkritik terhadap pemerintah. 
Kontrol sosial bukanlah didapat dari kebebasan pers, namun merupakan tanggung 
jawab dan kewajiban pers itu sendiri. Kontrol sosial itu dilakukan dalam konteks pers 
memiliki peran melakukan pendidikan sosial kepada masyarakat.  
Seorang wartawan harus bisa menjadi sarana atau penghubung aspirasi bagi 
masyarakat dan pemerintah. Tidak hanya itu, dalam menjalankan tugas 
jurnalistiknya seorang wartawan harus selalu mendengar aspirasi rakyat, berita 
yang diiput tidak hanya tentang pemerintah saja, namun masyarakat kecil juga 
harus diliput, biasanya tentang pengangguran, ketidakmampuan masyarakat 
kecil jika harga bahan pangan naik, dan masih banyak lagi.76 
Media harus mampu menampung segala bentuk aspirasi masyarakat guna 
membangun pemberitaan yang baik dan bertanggung jawab, sebuah media tidak 
hanya memberitakan dari satu sisi saja, namun harus memberitakan dari segala sisi 
dengan transparan. Masyarakat yang menulis opini tentang sebuah kejadian sudah 
semestinya dimuat agar masyarakat yang lain tahu, selama opini yang ditulis 
berlandaskan pada fakta yang benar atau tidak mengada-ngada. 
Seorang wartawan juga harus menaati kode etik jurnalistik, agar ketika akan 
memberitakan sebuah kejadian kepada masyarakat dapat terarah dengan benar 
maksud dan tujuan berita tersebut. Kode etik jurnalistik telah sepenuhnya 
terealisasi di Fajar, sebab pada SKH Fajar sebelum menerima seorang 
wartawan bekerja di harian Fajar, wartawan tersebut akan mendapat training 
cara-cara meliput berita yang baik dan benar. Tidak hanya itu, penanaman 
edukasi dan pemahaman kode etik jurnalistik akan diberikan saat seorang 
wartawan ingin bekerja di SKH Fajar.77 
Kode etik jurnalistik menjadi acuan paling penting dalam mencari dan 
memuat sebuah berita, dengan adanya kode etik jurnalistik maka pemberitaan yang 
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dimuat dapat terarah dengan baik serta tidak semena-mena dalam memuat sebuah 
berita. Wartawan harus menjaga kode etik jurnalistik sebab itulah yang menjadi poin 
paling penting dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. 
Upaya media massa membentuk opini publik adalah tanggung jawab 
melakukan pendidikan terhadap masyarakat. Undang-undang dasar mengisyaratkan, 
masyarakat harus dicerdaskan dan peran itu sebagian diambil oleh pers. Adapun 
tanggung jawab pers memberikan informasi secara profesional kepada masyarakat, 
adalah sebagai berikut:78 
a. Unsur layak berita. Informasi yang disampaikan di media massa secara dasar 
harus memenuhi unsur 5 W+1H. 
b. Informasi yang disampaikan harus berimbang. 
c. Akurat dalam menyajikan fakta. 
d. Jujur tidak berprasangka. 
e. Mematuhi ketentuan kode etik jurnalistik.  
f. Terhindar dari kemungkinan tuntutan hukum.  
g. Mempertimbangkan aspek pendidikan publik. 
Media adalah sarana pemberitaan bagi masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan informasi. Sebuah media tidak hanya berfungsi memberitakan suatu 
peristiwa saja, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan 
kinerja pemeritahan. Segala masukkan yang bersifat membangun dari berbagai pihak 
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kepada seluruh media, terutama SKH Fajar harus selalu menjadi bahan kritik yang 
dijadikan motivasi agar memotivasi kinerja dari setiap anggotanya. Berita yang 
disampaikan sebuah media, tidak hanya bersifat pemenuhan kewajiban informasi 
terhadap masyarakat, tetapi juga bersifat penghubung antara masyarakat satu denga 
masyarakat yang lainnya. Sebuah media juga harus menampung segala opini yang 
terkait masalah pemberitaan atau kontrol sosial di tengah masyarakat. 
B. Faktor Penghambat 
Adapun faktor penghambat SKH Fajar dalam mewujudkan berita yang 
bertanggung jawab serta tidak melanggar kode etik, yaitu: 
1. Kekerasan Terhadap Wartawan 
Kode Etik Jurnalistik dibuat khusus dari, untuk dan oleh wartawan sendiri 
dengan tujuan untuk menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan. Ini berarti, 
pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik adalah pelanggaran terhadap profesi 
wartawan. Rumusan Kode Etik Jurnalistik merupakan hasil pergumulan hati nurani 
wartawan. Untuk itu, pelaksanaannya juga harus dilandasi dengan hati nurani.79 
Faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan berita yang bertanggung jawab 
adalah tidak membiarkan wartawan mewawancarai narasumber yang akan 
dijadikan objek sebuah berita. Seperti yang telah terjadi di Kabupaten Bone, 
Sulawesi Selatan pada Okteber 2016, ketika ketua umum partai Golkar 
mengundang sejumlah wartawan untuk mewawancarainya. Namun, saat 
proses wawancara akan dimulai sejumlah anggota Anak Muda Partai Golkar 
(AMPG) menghalangi wartawan yang akan menjalankan profesi 
jurnalistiknya. Kejadian tersebut mengakibatkan berita yang akan dimuat oleh 
wartawan esok hari dibatalkan disebabkan tidak adanya informasi dari sumber 
berita. Tidak hanya itu, kejadian tersebut juga mengakibatkan penghambat di 
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kendala internal SKH Fajar dalam mewujdkan muatan berita yang 
bertanggung jawab. Kendala yang dimaksud adalah informasi yang akan 
diberitakan jatuh deadline untuk penginformasian kepada khalayak Fajar.80 
Adanya undang-undang kebebasan pers tidak menjadikan pihak-pihak tertentu 
untuk takut menghalangi kinerja wartawan, telah banyak kasus yang terjadi tentang 
pemukulan terhadap wartawan yang sedang bertugas. Undang-undang pers yang 
menghukum dan memberikan denda kepada pelaku penghambat liputan belum dapat 
membuat takut para pelaku-pelaku tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kekerasan 
terhadap wartawan berlanjut saat sedang menjalankan profesi kewartawanannya. 
Segala pihak seharusnya menghormati kerja wartawan dalam proses peliputan berita, 
karena hal itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. 
Kekerasan terhadap wartawan tidak dibenarkan dalam bentuk dan alasan apapun saat 
seorang wartawan sedang bekerja menjalankan profesinya. UU pers seharusnya 
ditegakkan seadil-adilnya untuk menghukum pihak-pihak yang menghambat kinerja 
wartawan saat sedang meliput sebuah berita 
2. Pemberian Amplop 
Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya seorang wartawan harus objektif 
melihat masalah yang akan dijadikan sebuahh berita nantinya. Wartawan tidak boleh 
memiliki keberpihakkan dan keterikatan terhada sumber berita, ini bertujuan agar 
berita yang akan disampaikan kepada masyarakat adalah berita yang betul-betul 
ditemukan atas fakta yang ada di lapangan. Namun, ada saja pihak-pihak tertentu 
yang menyogok wartawan untuk membangun citra serta menjaga nama baiknya di 
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mata masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam membuat berita yang 
bertanggugjawab kepada masyarakat. 
Faktor penghambat lain dalam mewujudkan berita yang bertanggung jawab 
kepada publik, yaitu masih adanya wartawan yang  menerima amplop dari 
sumber berita, biasanya terjadi dalam suatu jumpa pers, ini bertujuan agar 
wartawan yang menerima amplop membuat berita yang mementingkan atau 
meninggikan sumber berita tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya 
tanggung jawab wartawan sebagai penghubung informasi dari pemerintah 
kepada publik.81 
Saat akan menerima amplop dalam menjalankan tugas jurnalistiknya seorang 
wartawan harus menayakan tujuan dari amplop tersebut. Jika amplop tersebut  untuk 
menyogok wartawan guna membangun citra suatu pihak di mata masyarakat maka 
sebaiknya dikembalikan oleh wartawan tersebut, agar berita yang akan disampaikan 
tidak mengada-ngada atau mengarang suatu fakta. Namun, jika amplop tersebut 
bertujuan untuk membuat iklan suatu pihak, maka wartawan mempunyai kewajiban 
menolak dan menerima amplop tersebut. 
Terkadang beberapa media menyebut hal ini sebagai bentuk silahturahim 
terhadap suatu instansi kepada media dan tidak akan mengganggu 
pemberitaan yang ada di medianya. Namun, beberapa media menganggap 
bahwa hal itu dapat merendahkan profesi kewartawanan. Jika hal tersebut 
didapati pada wartawan Fajar dalam menerima amplop, maka wartawan 
tersebut akan diminta untuk mengembalikkan amplop yang diberikan, namun 
jika tidak, maka wartawan yang kedapatan melanggar kode etik akan 
mendapat sanksi tegas oleh atasan berupa pemecatan, dan jika wartawan 
tersebut adalah anggota AJI, maka akan dikenakan sanksi oleh majelis etik 
berupa seseorang tersebut tidak pantas menjadi wartawan.82 
Media harus bersifat independen, artinya media dalam memberitakan sesuatu 
tidak terikat oleh pemerintah, atau pihak-pihak tertentu. Seorang wartawan tidak 
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boleh memiliki keberpihakkan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat 
luas, hal ini bertujuan agar kebenaran suatu berita dapat dijaga dan dipertanggung 
jawabkan oleh semua instansi media. Saat ada pihak-pihak tertentu yang memberikan 
amplop dengan tujuan untuk menyuap seorang wartawan agar memuat berita yang 
dapat membangun citra dari pihak yang memberi amplop, maka wartawan sudah 
seharusnya bersifat tegas dengan menolak amplop yanng diberikan. 
3. Embargo dan Off the Records dari Sumber Berita 
Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari undang-
undang. Pasal 7 ayat 2 undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang 
berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”. Ini berarti, 
wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-
undang. Wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya meliputi mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk 
tulisan, suara (audio), gambar (visual), suara dan gambar (audio visual), serta data 
dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media 
elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan 
yang terkait kegiatan pers Indonesia. 
Faktor penghambat lainnya dalam mewujudkan berita yanng bertanggung 
jawab adalah kode etik itu sendiri. Kode etik jurnalistik memang sebagai 
acuan bagi seorang wartawan dalam pencarian muatan berita, namun hal 
tersebut juga menjadi pembatas besar bagi wartawan dalam proses pemuatan 
berita. Dalam kode etik jurnalistik pada pasal 7 disebutkan bahwa wartawan 
Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak 
bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai embargo, 
informasi latar belakang, dan off the records sesuai dengan kesepakatan.83 
Dengan adanya kode etik pembatasan terhadap informasi menjadi dinding 
besar yang tidak dapat dilewati oleh wartawan dalam menjalankan kerja 
jurnalistiknya. Pembatasan informasi ini berimbas terhadap penghambatan dalam 
mendapatkan informasi serta kebebasan dari seorang wartawan saat sedang 
melakukan peliputan berita, muatan-muatan berita seperti kejahatan asusila misalnya. 
Seorang wartawan tidak berhak menyebarkan informasi bersifat dusta, fitnah, sadis, 
dan cabul, serta tidak menyebutkan identitaas korban daln pelaku secara lengkap 
kepada publik. 
Misalnya ketentuan embargo oleh sumber berita, yang mengatakan bahwa 
sumber berita siap diwawancarai namun berita yang dimuat harus ditunda 
sesuai waktu yang ditentukan oleh sumber berita. Hal ini dapat 
mengakibatkan ketidaktepatan waktu pemuatan berita, yang lebih parahnya 
lagi ketika sumber berita ingin diwawancarai namun menginginkan off the 
records atau bersedia diwawancarai tetapi tidak ingin dimuat di dalam 
berita.84 
Embargo sendiri adalah penundaan suatu berita atas ketentuan narasumber 
dengan waktu yang telah ditetapkan, sedangkan off the records adalah ketidaksiapan 
sumber berita memberikan informasi kepada wartawan atas suatu kejadian yang akan 
diberitakan. 
Jika hal tersebut terjadi pada wartawan SKH Fajar, maka wartawan SKH Fajar 
akan meninggalkan informan tersebut lalu mencari informasi dari sumber 
berita kedua yang ingin diwawancarai dan dapat dimuat beritanya tepat waktu, 
dimana kedua sumber informan ini mempunyai kadar kebenaran informasi 
yang hampir sama dengan sumber berita pertama. Hal-hal tersebut menjadi 
                                                          
83
Ridwan Marzuki. Alianji Jurnalis Independen. Wawancara 16 Agustus 2017 
84
Ridwan Marzuki. Alianji Jurnalis Independen. Wawancara 16 Agustus 2017 
faktor-faktor penghambat yang tidak boleh dilewati SKH Fajar dalam 
mewujudkan muatan-muatan berita yang bertanggung jawab dan tidak keluar 
dari kode etik jurnalistik.85 
Ketentuan embargo pada dasarnya menyebabkan kerugian bagi wartawan, 
karena hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pemuatan berita serta tidak 
terpenuhinya keaktualan sebuah berita. Sedangkan off the records sendiri menjadi 
ancaman bagi setiap wartawan yang akan memberitakann sesuatu, karena disebabkan 
tidak adanya keterangan dari narasumber terkait berita yang akan dimuat oleh instansi 
media, hal ini juga dapat menyebabkan kerugaian baik wartawan maupun bagi 
masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. 
B. Keterkaitan Antara Ayat dan Kebebasan dan Tanggung Jawab Sosial Muatan 
berita SKH Fajar Makassar 
Mengikuti berita yang benar maka akan mendapatkan berita informasi yang 
akurat dan wawasan yang bermanfaat, namun mengikuti berita yang salah maka akan 
menimbulkan kedzaliman dan kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
tabayyun yang cermat dan teliti dalam melihat atau mendengar sebuah berita. Ayat 
Al-hujarat termasuk ayat yang mengajarkan adab dan akhlak yang baik, yaitu 
keharusan mengklarifikasi akan sebuah berita agar tidak mudah mengikuti kabar 
berita yang tidak bertanggung jawab, dan juga tidak mudah menghukum orang  
dengan berbekal informasi yang samar dan tidak pasti kebenarannya. Sebab jika tidak 
mengikuti adab ini, maka akan menzalimi orang lain dan membuat fitnah atau 
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kerusakan atas suatu kaum. Adapun ayat yang dimaksudkan dalam QS. Al






membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kepadanya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 
Ayat ini juga menerangkan adab yanng harus diperhatikan yang harus 
diperhatikan oleh orang
menyampaikan sebuah berita, maka hendaklah mereka meneliti kebenaran suatu 
berita tersebut dan tidak langsu
langsung diterima maka akan mendapatkan bahaya yang besar serta dapat menerima 
dosa. Oleh karena itu, yang wajib dalam menerima sebuah berita adalah dengan 
meneliti kebenarannya, jika ada tanda yang ya
diberlakukan dan dibenarkan. Tetapi jika tidak terdapat tanda kebenarannya atau 
menunjukkan dusta, maka didustakan dan tidak diberlakukan. Dalam ayat ini terdapat 
dalil bahwa berita orang jujur dapat diterima, sedangkan ber
harus ditolak, dan berita orang fasik tergantung dalil dan tanda kebenarannya. 
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Teori perstanggung jawab sosial beranggapan bahwa kebebasan memiliki 
tanggung jawab yang sepadan, media yang terbuka, bebas dan beragam adalah salah 
satu perantara yang paling penting dalam masyarakat sipil. Cara media mendukung 
ruang publik adalah dengan memperluas ruang debat bagi masyarakat, mengukur 
informasi dan ide-ide sebagai dasar  pendapat publik, menghubungkan rakyat dan 
pemerintah, menetang monopoli pemerintah berkaitan dengan politik, memperluas 
kebebasan dan keberagaman dari publikasi, atau dengan cara menjadi sarana sebagai 
penyalur aspirasi dan kebebasan berpendapat. Dalam teori ini juga dikatakan bahwa 
sebuah berita harus mempunnyai beberapa unsur agar layak dikatakan menjadi berita 
yang bertannggung jawab kepada masyarakat. Menurut teori ini berita yang 
bertanggung jawab harus memenuhi komponen-komponen, yaitu: bebas, dan 
berimbang, faktual serta aktual, tidak melanggar kode etik jurnalistik, memverifikasi 
dan konfirmasi dari berbagai sumber berita (kros cek), serta memuat kebenaran yang 
ditemukan di lapanngan atau tidak adanya kebohongan dalam berita tersebut (nilai 
kebenaran).87 
Hikmah diisyaratkan mentabayunkan akan suatu berita ini adalah agar 
masyarakat tidak mudah terprofokasi berita-berita yang tidak bertanggung jawab 
yang disebarkan oleh media-media tidak bertanggung jawab pula. Dewasa ini, masih 
terdapat saja suatu media massa yang senantiasa menyebarkan informasi yang tidak 
mementingkan nilai kebenaran berita, namun hanya mementingkan keuntungan dan 
                                                          
87 Karman. Media dan Kepentingan Publik: Praktik Media Massa Menurut Teori Normatif. 
Jurnal Komunikasi. Vol 2. No 15. 2013 
rating semata demi mendongkrak citra media tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan 
masyarakat yang cerdas untuk menyaring informasi yang diperolehnya. Namun, tidak 
sedikit pula media massa yang masih bertanggung jawab dalam menyebarluaskan 
informasi atau pemmberitaan. 
Media massa yang bertanggung jawab berlandaskan pandangannya pada teori 
tanggung jawab sosial, teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem pasar 
bebas, kenyatanya, telah gagal untuk memenuhi tujuan kebebasan pers dan tidak 
mampu melidungi kepentingan masyarakat banyak. Prinsip-prinsip utama teori  pers 
social responsibility, adalah sebagai berikut:88 
a. Media harus menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. 
b. Kewajiban-kewajiban tersebut menyangkut informasi dengan standar 
kebenaran, akurasi, objektivitas, dan keseimbangan. 
c. Media bebas dalam melaksanakan tugasnya. 
d. Media bersifat pluraritis dan mereflesikan kebhinekaan masyarakat, 
memberikan kesempatan yanng sama untuk mengekspresikan berbagai sudut 
pandang, serta memberikan jaminan hak jawab. 
e. Media harus menghindari diri dari upaya yang menjurus kepada tindak 
kejahatan, kekerasan, merusak tatanan sosial, atau menyakiti kelompok-
kelompok minoritas. 
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f. Masyarakat dan publik memiliki hak yang tinggi untuk menuntut stadar 
standar kinerja yang tinggi dari pers, dan karenanya intervensi dibenarkan 
mengingat media massa merupakan public good wartawan dan kalangan 
profesional bertanggung jawab terhadap masyarakat.  
Teori ini berdasarkan pandangannya kepada suatu prinsip bahwa kemerdekaan 
pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna 
melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam 
masyarakat modern. Prinsip kemerdekaan dipertahankan dengan penambahan tugas 
dan beban bahwa kemerdekaan yanng dimiliki harus disertai kewajiban-kewajiban 
sebagai tanggung jawab. Media massa mempunyai kewajiban tertentu kepada 
masyarakat, kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau 
profesional tentang keinformasian, kebenaran, objektifitas, keseimbangan dan 
sebagainya. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya 
dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada dan 
media juga menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan 
kejahatan yang mengakibatkan ketidaktertiban umum atau juga penghinaan terhadap 
minorotas, etnis atau agama.89 
Berita-berita fitnah dan kerusakan ditengah umat diawali dengan adanya suatu 
kedustaan dan hasutan kepada masyarakat. Maka dari itu, masyarakat yang cerdas 
serta selektif dapat membedakan berita yang baik atau buruk, dan tidak mengikuti 
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berita yang bersifat dusta tersebut. Masyarakat sudah seharusnya  mengecek dan 
meneliti lebih dalam serta cermat tentang kebenaran sebuah berita agar tidak 
menerima informasi dari sumber yang salah dan tidak bertanggung jawab. masyarakat 
hendaknnya tidak mudah terhasut dengan cara menjadi manusia cerdas yang gemar 
melakukan klarifikasi dalam mencari atau mendapatkan suatu informasi. 
1. Hasil Penelitian Kebebasan dan Tanggung Jawab Sosial Muatan Berita 
Surat Kabar Harian Fajar Makassar 
Berita yanng bertanggung jawab adalah berita yang nilai kebenarannya dapat 
dipertanggung jawabkan di masyarakat luas. Sebuah berita harus memuat fakta-fakta 
yang ditemukan di lapangan, selama fakta tersebut tidak menyinggung etnis, ras, 
golongan, dan agama maka sebuah fakta berita yang ditemukan harus diungkap 
kepada masyarakat. 
Pers yang bertanggung jawab adalah pers yanng beritanya tidak menyebabkan 
kontroversi dan polemik di masyarakat. Dalam menyajikan sebuah berita baik 
itu reporter atau redaktur harus mengacu dan taat pada kode etik jurnalistik. 
Berita yang disajikan kepada publik harus akurat, berimbang, dan tidak 
beritikad buruk. Fakta-fakta dalam pemberitaan diperoleh dari proses 
wawancara sumber data. Dalam proses pemuatan berita terdapat 
pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh sebuah media terhadap 
sebuah berita yang layak terbit. Berita-berita yang layak terbit adalah berita 
yang berdasarkan fakta, akurat, berimbang, dan sudah melalui kroscek dari 
para wartawan.90 
Berita yang dimuat oleh sebuah media adalah berita yang tidak melanggar 
kode etik serta harus sesuai fakta yang disebutkan oleh sumber berita. Namun, 
kefaktualan sebuah berita harus melihat dampak yang akan ditimbulkan jika berita 
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yang faktual tersebut muat, jika hal tersebut dapat menimbulkan masalah atau 
keresahan di tengah masyarakat, maka berita yang faktual tersebut harus disetting 
sebaik-baiknya agar dapat diterima oleh masyarakat. 
Dalam memuat berita yang faktual harus melihat dampak yang dapat timbul di 
dalam masyarkat. Hal-hal tersebut berkaitan dengan suku, agama, dan ras 
antar golongan. Media harus menjaga pemberitaanya kepada publik apabila 
menyinggung hal-hal diatas, tidak semua berita harus diturunkan secara 
faktual, namun terdapat sesuatu yang harus disembunyikan ketika berita 
tersebut dapat menyinggung norma-norma yang ada dimasyarakat. Untuk 
itulah diperlukkan bingkai berita yang sesuai dengan norma dan aturan-
atuaran yang berlaku di masyarakat.91 
Suatu media memang tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan dengan 
organisasi yang bernama negara. Oleh karena itu, eksistensi sebuah media banyak 
dipengaruhi, bahkan ditentukanoleh falsafah dan sistem politik negara tempat media 
itu hidup. Peranan media sangat ditentukan oleh sistem politik tempat media massa 
itu berkembang.92 
Media selalu terkait dengan sistem yang berada pada suatu negara, terutama 
sistem politik. Oleh sebab itu, intervensi dari pemegang saham dan pemiliki 
modal tidak dapat lepas atau dihindari dari sebuah media. Namun, hal tersebut 
menjadi tugas dari seorang wartawan dalam meminimalkan intervensi yang 
ada dalam suatu media. Terlebih lagi jika pemberitaan tersebut terkait dengan 
masyarakat, dimana jika pemberitaan tersebut tidak dimuat maka membuat 
resah masyarakat. Intervensi dari pemilik modal di SKH Fajar hampir tidak 
ditemukan, walaupun ada, pihak redaktur akan mesetting berita tersebut 
sehingga tidak merugikan kedua belah pihak baik masyarakat maupun 
pemillik modal atau pemegang saham itu sendiri.93 
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Media mempunyai fungsi sebagai tanggung jawab universal, disebut 
universal, karena ke 5 fungsi tersebut hampir dianut oleh semua negara yang 
mempunyai paham demokrasi, adapaun kelima fungsi media sebagai tanggung jawab 
universal, yaitu:94 
a. Informasi 
Ialah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada publik yang 
seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi 
kriteria dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, 
lengkap-utuh, jelas-jernih, jujur-adil, berimbang, relevan, bermanfaat, 
dan etis. 
b. Edukasi 
Apapun berita yang disampaikan sebuah media harus mempunyai nilai 
pembelajaran dalam kerangka mendidik khalayak. Inilah antara lain 
yang membedakan media sebagai lembaga kemasyarakatan dengan 
lembaga kemasyarakatan yang lain. Sebagai lembaga ekonomi media 
memang dituntut berorientasi komersial untuk memperoleh keuntungan 
finansial. Namun orientasi dan misi komersial itu sama sekali tidak 
boleh mengurangi, apalagi meniadakan fungsi dan tanggung jawab 
sosial media. Dalam istilah sekarang, media harus mau dan mampu 
memerankan dirinya sebagai guru bangsa. 
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c. Rekreasi 
Media harus memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang 
menyenangkan sekaligus menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. 
Artinya apapun pesan rekreatif yang disajikan mulai dari cerita pendek 
sampai kepada teka-teki silang dan anekdot, tidak boleh bersifat negatif 
apalagi destruktif. Media harus jadi sahabat setia pembaca dan 
penonton yang menyenangkan. Karena itulah berbagai sajian hiburan 
yang bersifat menyesatkan, harus dibuang jauh-jauh dari pola fikir dan 
pola perilaku media sehari-hari. 
d. Mediasi 
Mediasi artinya penghubung. Bisa juga disebut sebagai fasilitator atau 
mediator. Setiap hari pers melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi 
di dunia dalam lembaran-lembaran yang tertata rapi dan menarik. 
Dengan kemampuan yang dimilikinya, pers telah menghubungkan 
berbagai peristiwa yang terjadi di belahan bumi itu dengan kita yang 
sedang duduk di ruang tamu atau sedang bersantai di sofa. Karena 
media, kita bisa mengetahui aneka peristiwa lokal, nasional, regional, 
dan internasional dalam waktu singkat dan bersamaan. Singkat, karena 
kita hanya memerlukan beberapa menit untuk mengetahuinya. 
Bersamaa, karena pada halaman yang sama, disajikan juga berita 
tentang peristiwa sejenis atau peristiwa lain dari tempat yang berbeda. 
 
 
e. Koreksi (kontrol sosial) 
Media adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif. Dalam kerangka ini, kehadiran media dimaksudkan untuk 
mengawasi dan mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolute.  
Untuk itulah dalam negara-negara penganut paham demokrasi, media 
mengemban fungsi sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat. Media akan 
senantiasa menyalak ketika melihat berbagai penyimpangan dan ketidak adilan dalam 
suatu masyarakat atau negara. Dengan fungsi kontrol dan tanggung jawab sosial yang 
dimilikinya itu, media bisa disebut sebagai institusi sosial yang tidak pernah tidur. Ia 
juga senantiasa bersikap independen atau menjaga jarak yang sama terhadap semua 
kelompok dan organisasi yang ada. 
  
B A B  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Muatan berita yang bertanggung jawab serta tidak melanggar kode etik 
menurut SKH Fajar adalah berita yang seluruh komponen pemberitaannya terpenuhi 
dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.  
1. Ciri-ciri muatan berita yang bertanggung jawab serta tidak melanggar kode 
etik pada SKH Fajar, adalah sebagai berikut: 
a. Bebas dan berimbang, dalam sebuah berita harus disampaikan secara 
seimbang sehingga pemembaca bisa mengerti dengan baik. Berita harus 
benar-benar asli dan tidak berat sebelah atau mencari narasumber yang 
tidak mempengaruhi pembaca. 
b. Faktual dan aktual, berita yang dimuat setiap harinya oleh SKH Fajar 
harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, tidak melebih-
lebihkan, dan sesuai wawancara dari sumber data. Tidak hanya itu, 
SKH Fajar juga memuat berita-berita yang terkini dan sedang hangat 
diperbicangkan di tengah masyarakat. 
c. Sesuai kode etik, berita atau informasi yang disampaikan kepada 
masyarakat oleh SKH Fajar adalah berita-berita yang sudah sesuai 
dengan kode etik. Wartawan SKH Fajar menghormati hak jawab dari 
narasumber atau sumber berita. 
d. Kros cek, berita yang telah dimuat SKH Fajar haruslah telah melewati 
seluruh komponen pemberitaan, mulai dari verifikasi suatu kejadian, 
judul berita, dan isi berita, samapai dengan konfirmasi narasumber atau 
sumber berita. 
e. Kebenaran sebuah berita, SKH Fajar dalam menyampaikan sebuah 
berita telah melaluiberbagai proses sehingga kebenaran dari berita yang 
diterbitkan dapat dipertanggung jawabkan di SKH Fajar, ini dapat 
dibuktikan dengan tidak adanya komplain dari sumber berita atau 
tentang seseorang yang telah diberitakan. 
2. Disamping itu, dalam mewujudkan berita-berita yang bertanggung jawab serta 
tidak melanggar kode etik SKH Fajar mempunyai faktor pendukung dan 
hambatan-hambatan saat memuat sebuah berita yang bertanggung jawab 
kepada masyarakat. Adapaun faktor pendukung dan penghambat dalam 
mewujdkan berita bertanggung jawab, yaitu: 
a. Faktor Pendukung 
1. Kode etik 
2. Undang-Undang Pers 
3. Penghubung aspirasi dan informasi bagi masyarakat 
b. Faktor Penghambat 
1. Kekerasan terhadap wartawan 
2. Wartawan Amplop 
3. Embargo dan off the records 
B. Implikasi Penelitian 
Setelah meneliti dan menganalisa data mengenai kebebasan dan tanggung 
jawab sosial muatan berita SKH Fajar Makassar, maka penulis memberi saran kepada 
SKH Fajar agar lebih maju dan baik lagi kedepannya: 
a. Untuk SKH Fajar 
Tetaplah memuat berita-berita yang faktual, aktual, akurat, berimbang, 
menarik, serta bertanggung jawab kepada masyarakat, dan berita yang 
dimuat adalah berita yang tidak melanggar kode etik jurnalistik. 
b. Untuk wartawan dan redaktur 
Dalam proses pencarian berita para wartawan SKH Fajar tetap 
memegang teguh kode etik jurnalistik agar berita-berita yanng 
dihasilkan adalah berita yang dapat dipertanggug jawabkan. Sedangkan 
untuk redaktur, dalam mesetting berita tetaplah mengacu pada berita 
yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, tidak mementingkan 
sebuah golongan, ras, atau agama manapun, berita yang telah disetting 
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A. Wawancara Pemimpin Redaksi 
1. Bagimana muatan berita SKH Fajar dalam mewujudkan teori pers social 
responsibility? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat wartawan dalam mewujudkan 
berita yang sesuai dengan teori social responsibility? 
3. Bagaimana kinerja wartawan SKH Fajar dalam proses pencarian muatan 
berita? 
4. Bagaimana muatan berita SKH Fajar? Apakah telah bertanggungjawab 
terhadap masyarakat atau belum? 
B. Wawancara Editor 
1. Berita-berita seperti apa yang mencerminkan kebebasan dan 
tanggungjawab wartawan? 
2. Bagaimana cara menyunting sebuah berita agar tidak keluar dari kode etik 
pers? 
3. Apakah intervensi dari pemilik modal dan pemegang saham 
mempengaruhi hasil dari sebuah berita? Jika demikian. Bagaimana dengan 
kode etik pers yang menyatakan bahwa media tidak boleh memiliki 
keberpihakkan dalam proses menyampaikan sebuah berita. 
4. Apa yang dilakukan editor jika berita yang sedang disetting kuluar dari 
kode etik pers? 
 
C. Wawancara Wartawan 
1. Apakah kode etik pers telah sepenuhnya terealisasi pada wartawan SKH 
Fajar? 
2. Apakah dalam proses mendapatkan berita telah mengikuti aturan-aturan 
kode etik pers? Seperti embargo atau off the records? 
3. Jika wartawan mendapat kekerasan saat liputan. Apakah hal tersebut 
menghalangi kebebasan pers? 
4. Langkah-langkah apa yang wartawan lakukan jika terdapat narasumber 
yang tidak ingin diwawancarai dengan alasan embargo atau off the 
records? 
5. Bagaimana kebebasan pers yang tidak menghilangkan tanggungjawab dari 
seorang wartawan untuk menyampaikan berita kepada masyarakat? 
Narasumber Eksternal: 
A. Wawancara Pengamat Media 
1. Bagaimana wartawan yang bertanggung jawab? 
2. Kapan kebebasan wartawan itu bisa dibatasi untuk meliput sebuah berita? 
3. Tujuan wartawan meliput berita adalah untuk menyampaikan informasi 
kepada masyarakat. Bagaimana jika ada oknum-oknum tertentu yang 
menghalangi kinerja wartawan pada saat proses pencarian berita? 
4. Apakah wartawan harus menghormati embargo dan off the records dari 
narasumber? 
5. Bukankah intervensi dari pemilik modal atau pemegang saham telah 
menghilangkan tanggungjawab dari seorang wartawan dalam memberitakan 
sesuatu? Jika berita tersebut bertujuan untuk menguntungkan kalangan 
tertentu. 
B. Wawancara AJI 
1. Apa yang dilakukan oleh AJI jika mendapatkan laporan kekerasan 
terhadap wartawan? Jika iya, apa langkah-langkah AJI dalam 
menyelesaikan permasalahan tersebut? 
2. Apakah AJI memilliki wewenanng terhadap wartawan yang dalam 
peliputannya keluar dari kode etik? 
3. Apa yanng dilakukan oleh AJI agar para wartawan menjadi wartawan 
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